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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di
BAZNAS Provinsi Jawa Timur” ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif,
yakni peneliti berusaha menjelaskan fakta yang ada di lapangan secara sistematis
yang bertujuan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana penyaluran dana zakat
dan besar efektivitas penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif
kualitatif. Adapun pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara
dengan pihak terkait yaitu bidang pendistribusian, bidang penghimpunan, dan
bagian keuangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan
metode deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu menjelaskan hasil penelitian
mengenai fakta yang terjadi di lapangan yang selanjutnya dianalisis sesuai teori
yang ada.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertama, penyaluran dana zakat di
Baznas Provinsi Jawa Timur hanya disalurkan kepada fakir, amil, dan ibnu sabil.
Hal tersebut sudah sesuai menurut Imam Malik, Abu Hanifah yaitu tidak
mewajibkan pembagian zakat pada semua sasaran. Akan tetapi mengenai
pendapat Imam Syafi“i tersebut dalam kitabnya Wahbah Al-Zuhaily bahwa

mazhab Syafi“i mengatakan, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok
manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Menurut Imam Syaf’i zakat
wajib diberikan kepada delapan kelompok jika semua kelompok itu ada. Jika
tidak, zakat itu hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja. Kedua,
Efektivitas penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur tahun 2013
sebesar 98%, tahun 2014 sebesar 91%, tahun 2015 sebesar 123%, dan tahun 2016
sebesar 92% sehingga masuk kategori ACR highly effective. Artinya bahwa
penyaluran dana zakat di BAZNAS provinsi jawa timur ini sangat efektif (highly
effective), sebab penyaluran dana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan
terjadi penurunan sekali pada tahun 2015. Hal tersebut memberikan arti bahwa
BAZNAS provinsi jawa timur selalu berusaha meningkatkan dana
penghimpunannya dan efektif disalurkan sampai mencapai >90 % (highly
effective).

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, penulis dapat memberikan saran
bahwa pihak BAZNAS provinsi jawa timur lebih ditingkatkan terus target
penghimpunan dananya agar penyaluran dana zakat lebih besar. Selain itu, juga
agar tidak menggunakan dana infaq dan shodaqoh untuk menutupi kekurangan
dana pada penyaluran zakat.

Kata Kunci : Penyaluran Zakat, Efektivitas, ACR (Allocation to Collection
Ratio)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu konsep ajaran Islam yang berlandaskan
pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang memberikan pengajaran bahwa
harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang merupakan amanat dari Allah
dan berfungsi secara sosial. Untuk itu, zakat adalah sebuah kewajiban yang
diperintahkan oleh Allah SWT. Kartika mendefinisikan zakat sebagai salah
satu ibadah wajib yang dilaksanakan oleh umat muslim dengan memberikan
sejumlah hartanya dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak
menerimanya menurut golongan yang ditentukan oleh syariat Islam'.

Adanya zakat tidak hanya bermanfaat untuk membantu saudara
muslim yang membutuhkan saja. Lebih dari itu, Hafidhuddin menjabarkan
beberapa hikmah dan manfaat dari berzakat. Pertama, sebagai wujud
keimanan kepada Allah SWT dengan rasa syukur atas nikmat-Nya, mampu
menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, mampu
menghilangkan sifat kikir sekaligus mampu membersihkan harta yang
dimiliki. Kedua, mampu menolong, membantu, membina para mustahik ke
arah kehidupan yang lebih sejahtera. Ketiga, sebagai pilar amal bersama

antara orang kaya dengan orang yang seluruh waktunya digunakan untuk

! Elsi Kartika Sari,Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf (Jakarta: Grasindo,2006), 10.



berjihad di jalan Allah. Keempat, sebagai salah satu instrumen pemerataan
pendapatan’.

Mengingat besarnya manfaat dan hikmah pada zakat, maka
dibentuklah lembaga untuk mengelola zakat yang diberi nama BAZNAS
(Badan Amil Zakat Nasional). Menurut Undang-undang RI No. 23 pasal 5
ayat 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengartikan bahwa Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah
nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam
pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri Agama. Maka dari itu,
Baznas merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk
mengelola zakat seutuhnya, yakni dimulai dari pengumpulan, penyaluran,
serta pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu.
Guna keefektifan dan keefisienan pengelolaan zakat, maka dalam proses
berjalannya, Kementerian Agama membagi Baznas menjadi beberapa
wilayah, yakni Baznas Ibu Kota Negara, Baznas Provinsi, dan Baznas
Kabupaten/Kota®.

Melihat fungsi dan peran yang dijalankan oleh lembaga tersebut, maka
memberikan makna bahwa Baznas sebagai lembaga amil zakat memiliki arti
penting dalam pengelolaan dana zakat, sebagaimana yang dijelaskan dalam

Surat At-Taubah ayat 60:

’Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani,2002), 09

3Husnul Hami Fahrini. 2016. Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk
Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015. Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi
(JPPE) Volume: 7 Nomor: 2
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Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Berdasarkan firman Allah pada Surat At-Taubah ayat 60, maka zakat
disalurkan kepada 8 asnaf. Akan tetapi di Baznas Provinsi Jawa Timur

hanya disalurkan kepada fakir, amil, dan ibnu sabil. Padahal, menurut

pendapat Imam Syafi“i tersebut dalam kitabnya Wahbah Al-Zuhaily bahwa
mazhab Syafi“i mengatakan, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan

kelompok asnaf.

Adapun untuk penyaluran zakat ini pithak BAZNAS juga memiliki
prosedur tersendiri untuk menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Adapun prosedur tersebut dilakukan melalui pengajuan dari
masyarakat yang kemudian pihak BAZNAS melakukakn survei ke lapangan.
Hingga akhirnya pihak BAZNAS sendiri yang dapat menentukan apakah
orang tersebut layak mendapatkan zakat ataukah tidak. Apabila tidak layak,
maka BAZNAS memiliki opsi lain untuk mendapatkan zakat dari program
lain. Kendati demikian, apabila memang benar-benar tidak layak untuk
menerima zakat maka akan dialihkan ke orang lain yang dirasa perlu dan

berhak untuk menerima.



Kemudian, selain menunggu laporan dan pengajuan dari masyarakat,
pihak BAZNAS juga melakukan terjun langsung ke lapangan. Hal ini
dilakukan karena apabila hanya menunggu laporan dari masyarakat maka
pihak BAZNAS tidak akan mendapatkan target. Untuk pendataan mustahik,
pihak BAZNAS provinsi jawa timur juga melakukan koordinasi dengan
BAZNAS kabupaten atau kota. Jadi prosedurnya pihak BAZNAS kabupaten
atau kota melakukan pendataan mustahik yang ada di sekitarnya kemudian
diajukan ke BAZNAS provinsi jawa timur melalui email. Selanjutnya, pihak
BAZNAS melakukan pengkajian dan seleksi kembali apakah orang yang
diajukan tersebut berhak menerima atau tidak.

Menurut data penghimpunan dan penyaluran dana Zakat di Baznas
Provinsi Jawa Timur selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal
tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1

Total Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Baznas provinsi jawa timur

2013 2014 2015 2016
Penghimpunan | 1.316.900.571,23 | 1.890.993.439,61 | 1.312.210.301,00 | 2.297.764.098,00
Penyaluran 1.286.463.800,00 | 1.723.955.500,00 | 1.620.116.500,00 | 2.116.714.174,00

Sumber: Laporan keuangan internal Baznas provinsi jawa timur (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2013-2014

penghimpunan zakat mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, penghimpunan
zakat menurun yang mengakibatkan minus dari penyalurannya. Pada tahun

2016 penghimpunan zakat kembali mengalami kenaikan. Untuk

mengantisipasi pada tahun 2015, maka kekurangan tersebut diambilkan dari



dana zakat pada tahun sebelumnya dan jika masih kurang maka diamabilkan
dari dana infaq, shodaqoh.

Melihat tabel 1.1 di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai efektivitas penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi
Jawa Timur yang dihitung melalui rasio ACR (Allocation to Collection
Ratio). ACR merupakan rasio perbandingan antara proporsi dana zakat yang
dihimpun. Adapun pengkategorian ACR ini dibagi menjadi lima, yakni
highly effective (>90%), effective (70%-89%), fairly effective (50%-69%),
below expectation (20%-49%), dan ineffective (<20%). Pada kategori highly
effective memiliki arti bahwa dana zakat yang disalurkan lebih dari 90%
dibandingkan dana zakat diterima. Hal tersebut berarti hak amil yang
digunakan kurang dari 10 persen. Keadaan tersebut berarti bahwa semakin
besar penggunaan proporsi hak amil, maka semakin rendah kapasitas
penyaluran dana zakat pada sebuah lembaga amil =zakat, sehingga
berpengaruh terhadap tingkat efektivitas dalam program penyaluran dana
zakat*,

Hal ini didukung dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan,
salah satunya adalah Fahrini (2016) yang mana dalam hasil penelitiannya
mengungkapkan bahwa (1) efektivitas program penyaluran dana zakat
profesi dalam bentuk pemberian beasiswa dapat dikatakan sangat efektif
dengan tingkat efektivitasnya sebesar 95,58%; (2) adapun hambatan yang

dialami oleh Baznas dalam menyalurkan dna zakat profesi adalah kurangnya

“Irfan Syauqi Beik. 2016. Meningkatkan Efektivitas Penyaluran Zakat. Jurnal Ekonomi Islam
Republika



tenaga kerja profesional, kurangnya koordinasi antar Baznas dengan unit
UPZ, dan jumlah pemberian dana belum memenuhi kebutuhan pendidikan;
(3) beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah
dengan meningkatkan kinerja dan profesionalitas tenaga Kkerja,
meningkatkan koordinasi antara Baznas dan UPZ, dan memberikan
pelayanan serta kemudahan bagi pemberi zakat.’

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25 disebutkan
bahwa zakat wajib didistrubusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat
Islam. Pada pasal 26 disebutkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan
berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan,
keadilan, dan kewilayahan.® Lebih lanjut, pada Keputusan Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat pada
pasal 28 disebutkan bahwa pendayagunaan hasil hasil pengumpulan zakat
untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut: (a) hasil
pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan ashnaf yaitu fakir,
miskin, amil, muallaf, rigab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil; (b)
mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan
dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; (c) mendahulukan

mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.’

SHusnul Hami Fahrini.Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi...
®Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
"Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat



Adapun judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah “Efektivitas

Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya tentunya
membutuhkan pembahasan yang cukup panjang mengenai penyaluran dana zakat
di Baznas. Adapun pada penelitian ini, identifikasi masalah yang muncul
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Langkah-langkah yang digunakan oleh Baznas dalam melakukan
penghimpunan dana.
2. Strategi yang digunakan oleh Baznas dalam melakukan pendataan mustahik
3. Langkah yang digunakan oleh Baznas dalam melakukan pengalokasian dana
zakat
4. Strategi yang yang digunakan oleh Baznas dalam melakukan penyaluran dana
zakat.
5. Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Jawa Timur.
6. Efektivitas penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur dengan
menggunakan rasio ACR
Berbagai identifikasi permasalahan di atas, maka dapat dibuat beberapa
batasan permasalahan yang akan diteliti, yakni meliputi:
1. Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Jawa Timur.
2. Efektivitas penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur dengan

menggunakan rasio ACR



C. Rumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka
dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana efektifitas penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur

dengan menggunakan rasio ACR?

D. Kajian Pustaka

Sebelum melanjutkan penelitian diperlukan kajian lebih mendalam terhadap
penelitian—penelitian terdahulu sebagai rujukan serta referensi tambahan untuk
menemukan perbedaan pembahasan untuk menghindari duplikasi penelitian serta
sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan pola pikir.

Fahrini (2016) melakukan penelitian mengeni efektivitas program
penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa bagi siswa
muslim kurang mampu oleh Baznas di Kabupaten Tabanan Tahun 2015. Hasil
pada penelitian ini menunjukkan bahwa (1) efektivitas program penyaluran dana
zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa dapat dikatakan sangat efektif
dengan tingkat efektivitasnya sebesar 95,58%; (2) adapun hambatan yang dialami
oleh Baznas dalam menyalurkan dana zakat profesi adalah kurangnya tenaga kerja
profesional, kurangnya koordinasi antar Baznas dengan unit UPZ, dan jumlah
pemberian dana belum memenuhi kebutuhan pendidikan; (3) beberapa upaya

yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan



kinerja dan profesionalitas tenaga kerja, meningkatkan koordinasi antara Baznas
dan UPZ, dan memberikan pelayanan serta kemudahan bagi pemberi zakat®.

Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan
dilakukan adalah terletak pada objek yang digunakan. Pada penelitian tersebut
fokus pada penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa bagi
siswa muslim kurang mampu. Sementara itu, pada penelitian yang akan dilakukan
ini global yaitu terkait penyaluran dana zakat secara keseluruhan oleh Baznas
Provinsi Jawa Timur.

Santoso (2013) dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui kesesuaian
penyaluran ZIS di BMT Beringharjo dengan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan Perbankan Syariah No.59. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan
bahwa penyaluran dana zakat belum sesuai dengan PSAK No.59. Hal ini
dikarenakan pada proses penyaluran dana yang dilakukan oleh ZIS di BMT
Beringharjo tidak berdasarkan aturan PSAK No.59. Pada dasarnya menurut PSAK
No.59 sumber dana ZIS berasal dari penerimaan zakat dari bank syariah, pihak
luar bank syariah, infak dan sedekah serta penggunannya diberikan kepada para
golongan 8 asnaf. Selain itu, dalam aturan penyaluran dana berdasarkan PSAK
No.59 ditujukan sebagai pinjaman atau sumbangan’.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan
adalah terletak pada analisis yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan

kesesuaian dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah

8Husnul Hami Fahrini. Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi...
°Ivan Rahmat Santoso. 2013. Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infak Dan
Sedekah) Di Bmt Bina Dhuafa Beringharjo .Jurnal Akuntansi / Volume Xviii, No. 01, Januari
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No.59. Sementara itu, pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan analisis
ACR untuk mengetahui efektifitas penyaluran dana zakat.

Pratama (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang
mampu. Adapun zakat yang diberikan kepada mustahik ini dapat dimanfaatkan
sebagai modal usaha, karena usaha yang dimiliki mustahik saat ini masih berskala
kecil. Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian ini bahwa secara keseluruhan,
mustahik menilai program zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas sudah
berjalan dengan sangat baik'°.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan
adalah terletak pada penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baznas. Pada
penelitian ini hanya melihat zakat produktif yang disalurkan oleh Baznas.
Sementara itu, pada penelitian yang akan dilakukan melihat zakat secara global
yang nantinya akan disalurkan oleh Baznas. Selain itu, pada penelitian ini tidak
melihat dari analisis ACR nya, namun pada penelitian yang akan dilakukan
menggunakan analisis ACR guna melihat efisiensi penyaluran dana zakat.

Shahnaz (2016) dalam penelitiannya mengangkat tema pelaporan keuangan
pada Baznas, dengan tujuan untuk melihat kesesuaian dengan PASK No.109.
Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Baznas Provinsi Sulut belum

menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.109. Adapun laporan

%Yoghi Citra Pratama.2015.Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus :
Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). The Journal of Tauhidinomics Vol.
I No. 1
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keuangan Baznas hanya berupa Laporan pemasukan dan distribusi dana, sehingga
pelaporannya belum detail dan rinci''.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan
adalah terletak pada tema yang diangkat. Pada penelitian ini mengangkat tema
pelaporan keuangan pada Baznas. Sementara itu, pada penelitian yang akan
dilakukan mengangkat tema mengenai penyaluran dana zakat oleh Baznas.

Amelia (2012) melakukan penelitian mengenai penyaluran dana zakat
produktif melalui pola pembiayaan di BMT Binaul Ummah Bogor. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui secara ilmiah tentang evaluasi dana zakat distribusi
pola produktif melalui pembiayaan badan nasional atthe untuk amil zakat. Hasil
pada penelitian ini menunjukkan bahwa Baznas amal produktif telah diberikan
dana sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan islam. Pembiayaan dana bergulir
yang digunakan oleh Baznas untuk menyalurkan dana bantuan disalurkan kepada
pedagang dan pengusaha kecil di Bogor!2.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan
adalah terletak pada penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Baznas. Pada
penelitian ini menggunakan zakat distribusi dengan zakat produktif. Sementara itu
pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan penyaluran dana zakat secara
global, tidak hanya fokus pada zakat produktif ataupun zakat mal.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebagaimana

pemaparan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang

Sabrina Shahnaz. 2016. Penerapan Psak No. 109 Tentang Pelaporan keuangan Akuntansi Zakat,
Infaq/Sedekah Pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16
No. 01

2Erika Amelia. 2012. Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus
Bmt Binaul Ummah Bogor). Signifikan Vol. 1 No. 2 Oktober 2012
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akan dilakukan. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang
penyaluran dana zakat. Selain itu, juga sama-sama ingin mengetahui alur dalam
pelaksanaan penyaluran dana. Sementara itu, perbedaannya terlihat pada beberapa
aspek, diantaranya adalah objek yang diteliti serta tujuan dalam penelitian
tersebut. Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi
yang ditinjau dari rasio ACR. Sedangkan pada beberapa penelitian di atas meneliti

kesesuaian penyaluran dana antara suatu lembaga dengan peraturan yang berlaku.

E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penyaluran dana zakat di

Baznas Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan rasio ACR.

F. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang
terkait, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Manfaat secara teoritis
a. Bagi penulis

Dapat memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman baru

bagi penulis di bidang penyaluran dana zakat dan juga mendalami tentang

pemberdayaan ekonomi masyarakat.

b. Bagi jurusan/fakultas
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Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan referensi literatur untuk
penelitian selanjutnya khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah tentang penyaluran dana pada lembaga
sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Baznas Provinsi Jawa Timur
Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam strategi penyaluran dana
serta memperhatikan potensi pada penyaluran dana dalam hal
pemberdayaan ekonomi masyarakat.

b. Bagi Masyarakat
Dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang
penyaluran dana zakat Baznas Provinsi Jawa Timur dan memahami
pelaksanaannya dalam memberdayakan perekonomian masyarakat.
Sehingga masyarakat semakin bersemangat dalam membayarkan zakat,

berinfaq serta bersodaqoh di Baznas.

G. Definisi Operasional
Guna memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis akan
memaparkan definisi dari variabel yang terdapat dalam judul ini, diantaranya
adalah sebagai berikut:
1. Efektivitas, merupakan suatu tindakan atau langkah yang dilaksanakan guna
mengefektifkan suatu aktifitas. Adapun untuk mengefektifkan aktifitas

tersebut, maka diperlukan sebuah kriteria untuk melaksanakannya, yakni
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dengan adanya perhitungan rasio ACR (Allocation to Collection Ratio).
Adapun ketentuannya adalah apabila sebuah lembaga memiliki nilai ACR
90%, maka artinya 90% tersebut zakat yang dihimpun telah disalurkan. '

2. Penyaluran Dana, adapun aspek dalam persyaratan penyaluran dana zakat
kepada penerima zakat dilakukan dengan berdasarkan beberapa persyaratan,
diantaranya adalah aspek pengumpulan dan hasil pendataan; aspek keuangan
dalam penyaluran dana zakat; dapat diketahui bahwa dana zakat dikelola
sesuai dengan ketentuan agama; kebutuhan dana zakat dapat terantisipasi dan
terpenuhi; penyaluran zakat tepat guna; dan memberikan laporan yang dapat
dipertanggungjawabkan'4.

3. Baznas Provinsi Jawa Timur, Baznas provinsi merupakan lembaga yang
dibentuk oleh Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas

pengelolaan zakat di tingkat provinsi'>.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif
kualitatif. Data yang disajikan dalam deskriptif kualitatif berupa teks, karena
untuk menangkap arti yang mendalam tidak mungkin diperoleh hanya dalam

bentuk angka, hal ini dikarenakan angka itu sendiri hanya sebuah simbol dan

3Baznas. 2016. Baznas dan Penguatan Zakat di 2016. https://pusat.baznas.go.id/posko-
aceh/baznas-dan-penguatan-zakat-di-2016/

"“Husnul Hami Fahrini, Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi...

I5Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
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tidak memiliki arti pada dirinya sendiri'®. Penelitian deskriptif kualitatif

digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini bermaksud untuk

memaparkan penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur.
2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah

adalah :

a. Data primer yang dikumpulkan adalah hasil wawancara mengenai strategi
penyaluran zakat, kendala dan upaya dalam melakukan penyaluran dana
zakat.

b. Data sekunder yang dikumpulkan adalah berupa laporan keuangan yang
diterima, catatan alokasi dana zakat yang ditargetkan dan alokasi dana
yang terealisasikan

3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Sumber primer dari penelitian ini yaitu pengelola keuangan dan penyalur
Baznas Provinsi Jawa Timur.
b. Sumber sekunder dari penelitian ini yaitu bagian adminstrasi dari Baznas
Provinsi Jawa Timur.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data diantaranya

adalah:

8Semiawan, P. D,Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya ( Jakarta:
Grafindo,2010), 60.
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a. Teknik wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam
studi kualitatif untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang
pendapat, persepsi, penerimaan atau kepercayaan masyarakat terhadap
program pelayanan yang telah ada atau program yang dijalankan. Metode
wawancara yang dilakukan adalah wawancara in-dept interview, yakni
membebaskan peneliti untuk menerapkan topik sendiri, masalah dan
pertanyaan yang akan diajukan serta bersifat tidak membatasi, dimana
tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka'’.
Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait
yaitu kepala bagian pengumpulan, kepala bagian pendistribusian dan
kepala bagian keuangan.

b. Teknik dokumentasi, merupakan pengumpulan data di mana peneliti
menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen,
peraturan-peraturan dan sebagainya. Dokumentasi digunakan oleh peneliti
karena memudahkan peneliti untuk lebih memahami sumber-sumber
sekunder lain'®. Dalam penelitian ini data yang dimaksud adalah sejarah,
tujuan, visi dan misi, dan data laporan keuangan Baznas provinsi Jawa
Timur.

5. Teknik Analisis Data
Teknik yang akan digunakan oleh penulis dalam menganalisis data yang

pertama adalah teknik pengumpulan data, dengan cara mengumpulkan semua

"Sugiyono.. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, ~ Kualitatif —dan
R&D.(Bandung: Alfabeta,2011), 320.
¥bid, 329
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data, kemudian memilih, memilah dan mengelompokkan data yang dibutuhkan
sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Kemudian setelah data terkumpul,
menggunakan teknik penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah terpilih
baik berupa teks. Dan yang terakhir adalah teknik penarikan kesimpulan, yaitu
menyimpilkan hasil analisis dari penelitian.

Tujuan analisis data menggunakan teknik pengumpulan data, penyajian
data, pengolahan dan menganalisis data yang terkumpul, hingga menarik
kesimpulan ialah agar penulis mendapat makna hubungan variabel-variabel
sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif
dengan pola pikir induktif.

a. Metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau
menjelaskan  hasil penelitian mengenai fakta yang terjadi pada
pendistribusian zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur

b. Pola pikir induktif yaitu pola pikir yang digunakan untuk menyatakan fakta-
fakta atau kenyataan di lapangan yaitu di Baznas Provinsi Jawa Timur yang
selanjutnya dianalisis pendisitribusian zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur
menurut teori yang ada dan perbandingan laporan keuangan Baznas berupa

persentase antara dana funding dan lending.

YAriesto Hadi Sutopo & Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), 2.
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L Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalpeam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab,
yang setiap babnya memliki sub bab pembahasan sehingga memudahkan pembaca
dalam membaca hasil penelitian.

Bab pertama berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan
batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan
hasil penelitian, definisi operasional, metode penilitian serta sistematika
pembahasan.

Bab kedua berisikan tentang kerangka teori yang digunakan sebagai
landasan dalam penelitian ini. Terdapat teori pengelolaan zakat, teori ACR (yang
meliputi definisi dan ketentuan-ketentuannya). Yakni lembaga Baznas Provinsi
Jawa Timur yang berkaitan dengan Penyaluran dana zakat, orang-orang yang
berhak menerima zakat, dan perhitungan efisiensi atau efektivitas penyaluran
zakat.

Bab ketiga berisikan gambaran umum mengenai subjek yang akan diteliti
yaitu mengenai Lembaga Baznas Provinsi Jawa Timur, baik sejarah Baznas
maupun gambaran mengenai pengelolaan zakat seperti struktur organisasi,
penyalur atau pemberi zakat dan penerima zakat.

Bab keempat menganalisis hasil dari penelitian, yaitu mengenai analisis
strategi penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur terhadap
perekonomian masyarakat sekitar. Dalam bab keempat dianalisis secara detail

mengenai efisiensi program penyaluran dan zakat, kendala yang dihadapi dalam
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proses penyaluran tersebut, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala
program penyaluran dana zakat.

Bab kelima sebagai penutup berisi kesimpulan dan saran dari penelitian bagi
Baznas Provinsi Jawa Timur dan masyarakat terkait dengan permasalahan yang
diteliti. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam

penyaluran dana zakat serta untuk kemaslahatan bersama.



BAB 11

PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT

A. Pengelolaan Zakat

1. Definisi Zakat

Definisi zakat jika ditinjau dari segi bahasa, memiliki beberapa arti
diantaranya adalah al-barakatu yakni keberkahan; al-namaa yang berarti
pertumbuhan dan perkembangan; ath-thahratu yang memiliki makna
kesucian; dan ash-salahu berarti beresan.! Zakat adalah sebuah kewajiban
yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kartika mendefinisikan zakat sebagai
salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan oleh umat muslim dengan
memberikan sejumlah hartanya dengan kadar tertentu kepada orang yang
berhak menerimanya menurut golongan yang ditentukan oleh syariat
Islam?. Pengertian yang dikaji dari segi bahasa maupun istilah ini memiliki
hubungan yang erat, yakni bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan
menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Hal
ini sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Taubah ayat 103 dan surah

Ar-Ruum ayat 39.

P
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Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern(Jakarta: Gema Insani,2002), 7.
2Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf (Jakarta: Grasindo,2006),10.

20
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Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu
kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi
mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
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Artinya: dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia
bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi
Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan
untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah
orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Sementara itu, Kurniawan menjelaskan bahwa zakat merupakan segala
sesuatu pemberian yang wajib diberikan kepada golongan masyarakat
tertentu. Hal ini dapat dikatakan pula bahwa zakat merupakan sebagian
kekayaan yang diambil dari milik seseorang yang mempunyai harta dan
diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam islam.’
Berdasarkan beberapa definisi mengenai zakat di atas, dapat disimpulkan
bahwa zakat merupakan harta yang harus dikeluarkan oleh seorang
individu dari harta yang dimiliki. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk

membersihkan harta kekayaannya.

. Jenis-jenis Zakat

Sebagaiaman yang telah diketahui, bahwa zakat merupakan ibadah

yang memiliki dua fungsi yaitu hablum minallah dan hablum minannas.

3Beni Kurniawan, Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi (Jakarta: Grasindo, 2009),

58.
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Oleh sebab itu, maka dengan ditunaikannya zakat, maka terdapat beberapa

tujuan diantaranya adalah sebagai berikut:*

1.

Mengangkat derajat fakir miskin dan menolongnya untuk keluar dari
kesulitan hidup dan penderitaan

Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim,
ibnussabil dan mustahiq serta lain-lainnya.

Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam
dan manusia pada umumnya

Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta kekayaan

Membersihkan sifat dengki dan iri pada hati orang-orang miskin
Menjembatani pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam
lingkungan masyarakat

Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang,
utamanya pada golongan dengan harta yang melimpah

Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan
menyerahkan hak orang lain yang menempel pada dirinya

Sebagai saran untuk pemerataan pendapatan guna mencapai keadilan

sosial.

Sementara itu, Hafidhuddin menjabarkan beberapa hikmah dan

manfaat dari berzakat, diantaranya adalah sebagai berikut:>.

1.

Sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT dengan rasa syukur atas

nikmat-Nya, mampu menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa

“Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum...,12.
5Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian..., 09.
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kemanusiaan yang tinggi, mampu menghilangkan sifat kikir sekaligus
mampu membersihkan harta yang dimiliki.
2. Mampu menolong, membantu, membina para mustahik ke arah
kehidupan yang lebih sejahtera.
3. Sebagai pilar amal bersama antara orang kaya dengan orang yang
seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
4. Sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan
Umumnya, zakat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan
zakat mal. Zakat fitrah merupakan pengeluaran wajib yang dilakukan oleh
setiap muslim yang memiliki kelebihan harta dan kebutuhan keluarga
sudah tercukup atau dikatakan wajar pada malam hari raya Idul Fitri.
Sementara itu, zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang
yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu, dengan
ketentuan setelah harta tersebut dipunyai selama jangka waktu tertentu
dalam jumlah minimal tertentu®.
Secara rinci, Hani menjabarkan mengenai jenis-jenis zakat, yakni
sebagai berikut:
1. Zakat Fitrah, yaitu zakat untuk membersihkn diri yang dibayarkan
setiap bulan Ramadhan. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan
per individu adalah satu sha’ atau setara dengan 2,5 kilogram atau 3,5

liter beras makanan pokok. Zakat ini dibagikan kepada delapan

®Dadang Husen Sobana, Uus Ahmad Husaeni, Irpan Jamil, dan Dadang Saepudin. 2016. The
Variables that Affect Compliance of Muslim Merchants for Zakat Maal in the District of Cianjur.
International Journal of Zakat 1(1) 2016 page 78-87
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golongan yang berhak menerima zakat, namun untuk fakir dan miskin

lebih didahulukan.

Zakat Maal, yaitu zakat atas harta kekayaan. Adapun jenis-jenis zakat

maal ini diantaranya adalah sebagai berikut:

a.

Zakat emas dan perak, nishab emas adalah 20 dinar (setara dengan
85 gram emas murni). Sementara itu, nishab perak adalah 200
dirham (setara degan 672 gram perak). Hal ini berarti apabila
memiliki emas sebesar 20 dinar selama satu tahun, maka emas
tersebut harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, begitu pula
untuk ketentuan perak.

Zakat harta berharga lainnya, misalnya uang tunai, tabungan
saham, obligasi dan lain-lain. Maka besarnya zakat yang harus
dikeluarkan dan syarat-syaratnya adalah sama seperti zakat emas
dan perak.

Zakat profesi/penghasilan yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil
profesi seseorang sebesar 2,5%

Zakat tabungan, yaitu uang yang telah disimpan selama satu tahun
dan mencapai nilai minimum (nisbah) yang setara dengan 85
gram emas, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar
2,5%.

Zakat investasi, yaitu zakat yang dikenakan terhadap harta yang
diperoleh dari hasil investasi, besarnya adalah 5% untuk

penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.



25

f. Zakat perniagaan, yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil
perniagaan. Adapun ketentuannya yaitu berjalan 1 tahun nisbah
senilai 85 gram emas, besar zakatnya 2,5% dapat dibayar dengan

uang atau barang perdagangan maupun perseroan.’

Sementara itu, terdapat beberapa jenis harta zakat yang wajib

dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi sifat dan syarat kekayaan,

diantaranya adalah sebagai berikut:®

1.

Milik Penuh, hal ini berarti kekayaan yang dikenakan zakat apabila
berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya
Berkembang, hal ini berarti kekayaan yang wajib dikenakan zakat
apabila harta dapat berkembang dengan sendirinya atau
dikembangkan

Cukup senisab, yakni semua kekayaan yang wajib dikenakan zakat
harus sampai senisab, kecuali tentang hasil pertanian, buah-buahan,
dan logam mulia.

Lebih dari kebutuhaan biasa, yakni kekayaan yang dimiliki sudah
melebihi batas dari kekayaan yang berkembang

Bebas dari hutang, yakni seorang individu yang tidak memiliki hutang

wajib mengelurkan zakatnya

’Umi Hani. 2015. Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat
Menurut Pendapat Imam Syafi’l .Jurnal Ekonomi Syariahdan Hukum Ekonomi Syariah Al-
Iqtishadiyah Volume: II, Nomor II. Juni 2015 ISSN Elektronik: 2442-2282

8 Asnaini.2015. Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam (Studi Terhadap Sumber Zakat Dan
Pengembangannya Di Indonesia). Jurnal Al-‘Adl Vol. 8 No. 2, Juli 2015
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6. Cukup haul, haul berbeda dengan nisab. Jika nisab adalah batas
minimum jumlah kekayaan, namun haul adalah batas waktu minimum

yakni 1 tahun.

3. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat
Adapun beberapa golongan atau pihak yang berhak menerima zakat
berdasarkan ayat Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 diantaranya adalah
sebagai berikut:’

1. Fakir (al-fugara), yakni orang yang sama sekali tidak mempunyai
pekerjaan atau orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak mampu
memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan

2. Miskin (al-masakin), yakni orang yang memiliki penghasilan untuk
memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi tidak memenuhi standar
kelayakan hidup yang dibutuhkan. Adapun beberapa aspek seorang
individu dikatakan miskin, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. tidak memiliki usaha sama sekali

b. memiliki usaha, tetapi hasil usaha tersebut tidak mampu
memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya

c. sanggup bekerja dan mencari nafkah serta dapat mencukupi
dirinya sendiri, akan tetapi mereka kekurangan alat ataupun

modal

®Husnul Hami Fahrini.Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi...
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d. tidak mampu mencari natkah dikarenakan kekurangan non
materi, seperti cacat fisik, lumpuh, tuna netra, janda, anak-anak,
dan sebagainya.

Amil Zakat, yakni pihak yang diangkat oleh pimpinan atau lembaga
perkumpulan untuk mengelola zakat. Adapun tugas dari amil
diantaranya adalah mengumpulkan zakat dari muzakki, mengatur
pembagian zakat dengan adil dan benar, dan menyalurkan zakat
kepada pihak yang berhak menerimanya.
Muallaf, yaitu orang yang baru masuk islam atau orang yang
diharapkan memiliki kecenderungan masuk. Dana zakat ini diberikan
kepada muallaf sebagai upaya persuasif yang diberikan agar muallaf
tersebut semakin yakin terhadap agama Islam.
Hamba Sahaya, yakni dana zakat yang diperuntukkan bagi hamba
sahaya untuk memerdekakan dirinya serta menghilangkan segala
macam perbudakan.
Orang yang berhutang (gharim), yaitu orang yang berhutang bukan
untuk keperluan maksiat (perbuatan yang melanggar agama). Gharim
merupakan orang yang memiliki kesulitan dalam membayar
hutangnya karena tidak memiliki harta yang lebih untuk membayar
hutang. Adapun jenis gharim, dibedakan menjadi dua, diantaranya
adalah sebagai berikut:

Berhutang disebabkan oleh kefaqiran serta memiliki kesulitan untuk

melunasi hutang dalam jangka waktu yang telah ditentukan
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b. Berhutang yang disebabkan oleh kebutuhan yang mendesak, tidak
menemukan alternatif selain berhutang dan kemudian mengalami
kesulitan saat membayar hutang.

7. Orang yang berjuang di jalan Allah (fisabilillah), yakni seorang
individu atau segerombol orang yang berusaha atau mengupayakan
untuk kemaslahatan bersama, misalnya adalah mendirikan sekolah
gratis, da’i, orang-orang yang sedang menempuh pendidikan, dan
lain sebagainya

8. Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil), yaitu orang yang berhak
menerima zakat karena kehabisan bekal dalam perjalanan, dan
mereka membutuhkan bekal tersebut untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya.

4. Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran dana zakat merupakan salah satu unsur atau aspek dari
pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat mendefinisikan bahwa Pengelolaan zakat adalah
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan
zakat bertujuan:
1. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan

zakat;
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2. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.'”

Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan
sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri
kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. Lingkup
kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan
BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat
Islam. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,
dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip
pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk
usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan
kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah
terpenuhi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52
Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan
Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif,
Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat:!!

1. apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;

2.  memenuhi ketentuan syariah;

%Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

"Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata
Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha
Produktif
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3. menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan
4. mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.
Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling
sedikit memenuhi ketentuan:
1. penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang
memenuhi kriteria mustahik; dan
2. mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah

domisili mustahik.

B. Pendistribusian Zakat
1. Definisi Pendistribusian Zakat
Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang-
barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.'?Jadi
pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak
menerima (mustahiq zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif.
2. Kaidah Pendistribusian Zakat
Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan
melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahiq dalam
lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian
untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan “centralistic”.
Kelebihan sistem centralistic dalam pengalokasian zakat adalah

memudahkan pendistribusiannya ke setiap provinsi. Hampir disetiap

2Meity Taqdir Qadratillah, et al., Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, (Jakarta: Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 100.
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negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga
mencakup banyak daerah. '3

Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan
sedangan dalam wilayah tersebut masih banyak mustahiq yang
membutuhkannya, maka hal itu bertentangan denggan hikmah yang ingin
direalisasikan dari adana kewajiban zakat. Dalam kitab Al-Mugni,
dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan
fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada
fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan.'*

Dari sini, maka disepakati bahwasanya pendistribusian zakat dilakukan
dimana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya
dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi
dan tidak ditemukan mustahiq yang berhak menerima di daerah tersebut,
maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan
menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada
lembaga zakat pusat.

Allah SWT telah menentukan mustahiq zakat dala surat at-Taubah
ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk
semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas
dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat

kepada pihak lain di luar mustahiq. Disini terdapat kaidah umumbahwa

BYusuf Qardhawi, Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, (Terj. Sari Narulita,
Dauru az-Zakah Fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005),

139.

“Tbid., 143.
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pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara
semua golongan mustahiq. Maksud adil disini, sebagaimana yang
dikatakan Imam Syafi’l adalah dengan menjaga kepentingan masing-
masing mustahiq dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya. '

Imam Malik, Abu Hanifah yaitu tidak mewajibkan pembagian zakat
pada semua sasaran. Abu Ubaid telah menerima riwayat dari Ibnu Abbas,
bahwa ia berkata: “Apabila engkau memberikan zakat pada satu sasaran
dari sasaran zakat, maka hal itu cukup bagimu”. Imam Sufyan dan ulama
Irak (Abu Hanifah dan golongannya) berpendapat, bahwa apabila zakat
diberikan kepada salah satu sasaran yang delapan, maka dianggap sah.!®

Tidak ada keterangan yang mewajibkan pembagian tiap-tiap zakat itu
kepada semua golongan. Begitu juga tidak dapat di ambil sebagai alasan
hadist Nabi SAW. Yang menyuruh Mu’adz agar mengambil zakat dari
orang kaya di antara penduduk Yaman dan menyerahkanya kepada orang-
orang miskin. Di antara mereka karena itu merupakan zakat dari jamaah
atau kelompok muslimin dan ternyata diberikan hanyalah pada salah satu
jenis dari golongan yang delapan. 7

Hal tersebut terdapat perbedaan pendapat menurut Imam Syafi’i yaitu
dalam kitabnya Al-Umm tidak mengatakan secara langsung mengenai
penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat, tetapi mengenai

pendapat Imam Syafi“i tersebut penulis temukan dalam kitabnya Wahbah

BIbid., 148.

'Umi Hani, “Analisis tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut
Pendapat Imam Syafi’I” (Jurnal ISSN,Vol II, Juni 2015), 18-19.

17Sayyid Sabiq, Figh Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 577.
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Al-Zuhaily bahwa mazhab Syafi“i mengatakan, zakat wajib dikeluarkan

kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat

mal, berdasarkan QS At-Taubah Ayat: 60.'® maksudnya adalah zakat

wajib diberikan kepada delapan kelompok jika semua kelompok itu ada.

Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja.

Sebagaimana ia memberikan contoh dalam kitab Al-Umm

Dalam hal ini, terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa

pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulama figih :

a.

Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua mustahiq apabila harta zakat
itu banyak dan semua golongan mustahiq ada. Tidak boleh
menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan
zakat,apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal
ini hanya berlaku bagi imam yang mengumpulkan zakat dan
membagikannya pada mustahigq.

Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada
semua golongan mustahiq, semua tergantung pada jumlah dan
kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu
orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (garim)
atau ibnu sabil hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan
sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian

yang besar.

8Wahbah al-Zuhaily, Zakat Kajian Berbagai Madzhab (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995),

278.
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Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan
tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari’ah.
Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja,
diperbolehkan melebihkan bagian zakat antara satu individu dengan
lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu
berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah
jika terdapat kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang
benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau
keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan mustahiq atau
pribadi lain.

Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam
mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka
merupakan tujuan utama dari zakat.

Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak
begitu besar, maka boleh diberikkan pada satu golongan mustahiq
bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit
untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan
mustahiq, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari
zakat itu sendiri.

Hendaknya mengambil pendapat mazhab Syafi’l dalam menentukan

batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang
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mengumpulkan dan mendistribusikan zakat (amil), yaitu 1/8 dari dana

zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu. '

3. Sejarah Pendistribusian Zakat
a. Zaman Rasulullah

Allah SWT memerintahkan kewajiban zakat dalam Al-Qur’an
pada tahun kedua hijrah Rasulullah. Nabi Muhammad saw biasanya
mengumpulkan zakat perorangan dan membentu panitia pengumpul
zakat dari umat muslim yang kaya dan dibagikan kepada orang-orang
miskin.?

Diriwayatkan dari Zayd bin al-Sudda’l bahwa seorang laki-laki
datang menghadap Rasulullah saw dan menjawab “Allah tidak
menerima pertimbangan dari Rasul maupun dari orang ketiga
menyangkut pendistribusian zakat, melainkan Allah menentukan
penerima zakat ke dalam delapan golongan. Jika engkau salah seorang
diantara para penerima zakat, maka akan aku berikan”.?!

b. Zaman Abu Bakar r.a
Setelah Rasulullah Saw wafat, zakat menjadi masalah penting.

Khalifah Abu Bakar diberkahi wawasan mendalam tentang dasar-dasar

dan hukum-hukum Islam. Penerapan hukuman mati bagi orang-orang

YYusuf Qardawi, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat
Berdasarkan Qur’an dan Hadis, (Terj. Salman Harun, et al, Fighuz Zakat), (Jakarta: PT Pustaka
Litera Antar Nusa, 1991), 670-672.

20yasin Ibrahim al-Syaikh, Cara Mudah Menunaikan Zakat, (Terj. Wawan S. Husin dan Danny
Syarif Hidayat, Zakat: The Third Pillar of Islam), (Bandung: Pustaka Madani, 1997), 130-131.
2Yasin Ibrahim al-Syaikh, Cara Mudah Menunaikan Zakat..., 130.
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yang menolak membayar zakat di negara Islam merupakan hasil
pemikirannya.?? Sebenarnya apa yang dilakukan Abu Bakar terhadap
para penunggak zakat telah ditentukan dasar-dasarnya dalam Islam
perihal harta kekayaan, yaitu dibenarkan jihad untuk mengembalikan
hak-hak masyarakat atas dana zakat.

Abu Bakar al-Shiddiq r.a mengikuti petunjuk Rasulullah Saw
berkenaan dengan pembagian zakat diantara orang-orang muslim yang
berhak menerimanya. Ia biasanya membagikan semua dana zakat
secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat.

Dari Bayhaqi diriwayatkan bahwa Aslam r.a mengatakan, “ketika
Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah, ia menetapkan persamaan hak
didalam pembagian zakat di antara anggota-anggota masyarakat.”
Ketika ada usulan untuk menyerahkan pilihan kepada Muhajirin dan
Anshar, abu Bakar menjawab “Aku memandang seseorang dalam
kaitannya dengan wurusan dunia. Oleh karena itu, lebih baik
menyamaratakan mereka dari pada menyerahkan pilihan kepada
mereka. Pilihan masyarakat yang terbaik tergantung pada penilaian
Allah.”?

Zaman Umar bin al-Khathab r.a
Umar bin al-Khathab mengikuti langkah Rasulullah Saw dan abu

Bakar al-Shiddiq mengenai pengelolaan zakat dan kebijakan-kebijakan

2bid., 133.
Z1bid., 135.
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administrasi.?* Al-Hasan r.a mengatakan bahwa suatu hari Umar bin
al-Khathab menulis surat kepada Abu Musa al-Asyari r.a, “ada suatu
hari dalam setahun yang mengharuskan tidak satu dirham pun
tertinggal atau tak terbagikan dari Baitul Mal, melainkan dibagikan
seluruhnya sehingga Allah mengetahui setiap orang miskin
mendapatkan haknya.”

Al-hasan juga berkata bahwa Umar bin a-Khathab menulis surat
kepada Hudzayfah r.a “Serahkalah kepada orang-orang miskin uang
dan makanan.” Hudzayfah r.a menjawab, “Masih banyak sisanya

",

setelah uang dan makanan itu dibagikan!” Umar kemudian menulis
kembali, “ Itu untuk orang-orang yang telah Allah beri rezeki. Umar
atau keturunan Umar yang tidak punya hak terhadap hal itu. Sebab itu,
bagikan sisanya sama rata di antara orang-orang yang
membutuhkan.”?°

Said r.a mengatakan bahwa Umar bin al-Khathab r.a berkata
kepada Abullah bin Arqam r.a “Bagikanlah harta kekayaan orang
muslim sekali dalam sebulan.” Beliau berkata lagi, “Bagikanlah harta
kekayaan orang muslim setiap hari Jum’at.” Akhirnya Umar berkata
“Bagikanlah harta kekayaan orang muslim setiap hari.”
Zaman Ustman bin Affan r.a

Diriwayatkan dari Abu Ubayd bahwa Ibn Sirin berkata, “Zakat

diserahkan kepada Rasulullah Saw, Abu Bakar, Umar dan wakil-wakil

2Ibid., 139.
ZTbid., 140.
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mereka. Tetapi pada zaman Utsman orang-orang memilikki pandangan
yang berbeda. Pada masa itu ada orang yang memberikan zakatnya
langsung kepada orang miskin dan ada pula yang menyerahkannya
kepada para utusan Ustman. Abdullah bin Umar r.a termasuk orang-
orang yang menyerahkannya kepada para utusan.”

Pengaturan penghimpunan dan pendistribusian zakat berlaku
sesekali saja dan dana zakat disimpan di Baitul Mal. Ustman r.a
membolehkan pembayaran zakat dengan barang-barang yang tidak
nyata, seperti uang tunai, emas, dan perak. Barang-barang tersebut
dibagikan oleh para pembayar zakat (muzakki) kepada yang
membutuhkan. Sementara untuk barang-barang yang nyata, seperti
hasil pertanian, buah-buahan dan ternak dibayarkan melalui Baitul
Mal. %6

Mengenai sistem pembagian zakat, Ustman menunjuk Zayd bin
Tsabit untuk bertanggung jawab atas Baitul Mal dan memerintahkan
agar membagikannya kepada kaum muslim. Jadi, ia tidak hanya
mengikuti langkah dua khalifah pendahulunya, tetapi juga mampu
meningkatkan pendanaan dan menghormati perintah Umar r.a.?’
Zaman Ali bin Abi Thalib

Ali r.a mempunyai sudut pandang lain dalam menetapkan

persamaan jumlah dalam pembagian harta kekayaan. Dia menolak

2Tbid., 145.

bid., 146-147.
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untuk membedakan masyarakat di dalam pembagian zakat dari Baitul

Mal >

4. Pola Pendistribusian Zakat
Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian
secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahiq dan
merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan
umat. tanpa harapan timbulnya muzakki baru. Namun saat ini
pendistribusian zakat mulai dikembangakan dengan pola pendistribusian
secara produktif. Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat:
a. Konsumtif Tradisional
Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat
dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung untuk
kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa
beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian
zakat mal kepada korban bencana alam.
b. Konsumtif Kreatif
Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat
diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian
alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana
ibadah seperti sarung dan mukena.

c. Produktif Tradisional

2Tbid., 150.
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Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang
diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian
bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat
pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu
menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir
miskin.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang
diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun
proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan
sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal
usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.?’

Agar dapat melakukan pendistribusian yang efektif, maka aspek
sosial ekonomi perlu mendapatkan penekanan. Dana zakat tidak
diprioritaskan untuk kebutuhan konsumtif, namun dana zakat
harusbersifat produktif. Terdapat dua pendekatan dalam sistem
pendistribusian dana zakat.

Pertama pendekatan parsial, dalam hal ini pendistribusian dana
zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat insidental atau
rutin. Pendekatan ini melihat kondisi mustahiq yang mendesak
mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisinya gawat, namun

hal ini lebih bersifat konsumtif.

M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat..., 153.



41

Pendekatan kedua adalah struktural, pendekatan yang menitik
beratkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum
dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan
untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka bisa
menjadi muzakki. Merealisasikan pendekatan struktural bila
mengharuskan ~ mencari  dan  menemukan  data-data  dan
mengidentifikasi sebab-sebab adanya kelemahan. Andaikata itu
disebabkan tidak adanya modal usaha padahal memiliki kemampuan
untuk berwiraswata, maka diberikan modal usaha atau peralatan usaha

secukupnya. >°

C. Efektivitas

1. Definisi Efektivitas

Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti suatu

pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari

serangkaian alternatif atau pilithan cara dan menentukan pilihan dari

berbagai pilihan lainnya. Sementara itu, Hidayat mendefinisikan

efektivitas sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target

telah tercapai, yang mana semakin besar presentase target yang dicapai,

maka semakin tinggi tingkat efektifitasnya.®!

30Ridwan Mas’ud & Muhammad, Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat

..., 103-104.

3'Hari Sucahyowati, Manajemen Sebuah Pengantar (Jakarta: Grafindo,2010), 11.
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Definisi lain dari efektivitas yaitu tolok ukur yang memberikan
gambaran terkait seberapa jauh target dapat dicapai.’? Efektivitas juga
dapat diartikan sebagai suatu ketercapaian atau keberhasilan suatu tujuan
yang sesuai dengan rencana dan kebutuhan yang diperlukan, baik dalam
penggunaan data, sarana maupun waktunya.>?

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa
efektivitas merupakan bentuk keberhasilan dari suatu kegiatan yang
disesuaikan dengan target atau tujuan. Dengan kata lain, suatu kegiatan
dapat dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dapat diselesaikan pada
waktu yang tepat dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan.
Sementara itu, Gibson mengungkapkan bahwa efektivitas dapat diukur
dari beberapa kriteria sebagai berikut:**

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.

3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap.
4. Perencanaan yang matang.

5. Penyusunan program yang tepat.

6. Tersedianya sarana dan prasarana.

7. Sitem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

¥Husein Umar, Strategic Management in Action (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 334.

3Farid Agus Susilo. 2013. Peningkatan Efektivitas Pada Proses Pembelajaran. Jurnal Ilmiah
Universitas Negeri Surabaya

3Hessel Nogi S. Tangklisan. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Grasindo
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2. ACR (Allocation to Collection Ratio)

Efektifitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui rasio
ACR (Allocation to Collection Ratio), yakni merupakan perbandingan
antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat yang dihimpun.
Perhitungan ini sangat penting digunakan sebagai indikator kinerja
penyaluran zakat lembaga yang ada. Apabila suatu lembaga memiliki nilai
ACR 90 persen, maka berarti bahwa 90 persen zakat yang dihimpun telah
disalurkan. Amil menggunakan dana sebanyak 10 persen untuk memenuhi
seluruh kegiatan operasionalnya. Hal tersebut memberikan makna bahwa
semakin rendah prosentase nilai ACR menunjukkan semakin lemahnya
kemampuan manajemen penyaluran lembaga zakat. Adanya keadaan
tersebut, sehingga diperlukan langkah untuk memperbaikinya.*’

Senada dengan pernyataan tersebut, Beik juga mengungkapkan bahwa
ACR merupakan rasio perbandingan antara proporsi dana zakat yang
disalurkan dengan dana zakat yang dihimpun. Adapun lima kategori nilai
ACR 1ini, yaitu kategori highly effective (>90 persen), effective (70 persen
— 89 persen), fairly effective (50 persen — 69 persen), below expectation
(20 persen — 49 persen), dan ineffective. Pada kategori pertama
memberikan arti bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan lebih dari 90
persen dibandingkan dengan dana zakat yang diterima. Hak amil yang
digunakan kurang dari 10 persen. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat

memiliki kapasitas penghimpunan dan penyaluran yang sangat besar.

3Irfan Syauqi Beik. 2016. Baznas dan Penguatan Zakat di 2016. http://pusat.baznas.go.id/posko-
aceh/baznas-dan-penguatan-zakat-di-2016/
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Adapun pada kategori kedua, proporsi penyaluran zakat dibandingkan
dengan penghimpunannya berkisar diantara 70 persen hingga 89 persen.
Ini berarti hak amil yang digunakan mencapai angka 11 persen hingga 30
persen. Semakin besar penggunaan proporsi hak amil, maka semakin
rendah kapasitas penghimpunan dan penyaluran suatu lembaga zakat,
sehingga tingkat efektivitas program penyaluran zakat menjadi semakin
rendah.®

Indikator kinerja untuk lembaga zakat diwajibkan untuk memastikan
bahwa institusi tersebut berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.
Indikator tersebut harus mencakup beberapa bidang utama seperti: periode
pendistribusian, keefektifan alokasi dana, rasio biaya operasional untuk
mengumpulkan dana, kualitas tata pemerintahan, kualitas program
pendistribusian, dana maksimum yang dapat dipertahankan atau diangkut
dll.37 Salah satu indikator yang digunakan yaitu dengan melihat ke
efektifan pendistribusian dana zakat, dengan indikator tersebut pengawas
zakat dapat mengetahui bahwa dana zakat yang didistribusikan sudah
maksimal atau belum.

Pengawas Manajemen Pendistribusian zakat dapat menentukan bahwa
lembaga zakat memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk

mengelola dana zakat dan sistem distribusi.’® Pengawas zakat dapat

3%Trfan

Syauqi Beik. 2016. Meningkatkan Efektivitas Penyaluran Zakat.

http://www.republika.co.id/berita/koran/iqtishodia/16/04/28/06cbw6 16-tsaqofi-meningkatkan-
efektivitas-penyaluran-zakat

37 Dewan Nasional Zakat Republik Indonesia (BAZNAS) dan Bank Sentral Republik Indonesia,
Menuju Pendirian Sistem Zakat yang Efisien dan Sehat,2014.

38 Ibid
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menilai tingkat pengelolaan pendistribusian dengan menggunakan rasio
allocation-to-collection ratio (ACR). Rasio ini mengkuantifikasi
kemampuan lembaga zakat untuk mendistribusikan dana zakat dengan
membagi total penyaluran dana zakat dengan total penghimpunan dana

zakat.

D. Lembaga Baznas
1. Definisi Lembaga Baznas
Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS
merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan
zakat secara nasional. BAZNAS provinsi adalah lembaga yang dibentuk
oleh Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan
zakat di tingkat provinsi. BAZNAS provinsi bertanggung jawab kepada
BAZNAS dan pemerintah provinsi. BAZNAS provinsi mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi. Dalam
melaksanakan tugas, BAZNAS provinsi menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:
1. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
di tingkat provinsi.
2. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat di tingkat provinsi.
3. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

zakat di tingkat provinsi.
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4. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi.

5. pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan
LAZ berskala nasional di provinsi.

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BAZNAS provinsi
wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat
provinsi.

2. melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama
provinsi dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

3. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak
dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS
dan gubernur setiap 6 (Enam) bulan dan akhir tahun.

4. melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan
rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala

nasional di provinsi.

2. Ketentuan Lembaga Baznas
Adapun ketentuan yang ada pada lembaga BAZNAS diklasifikasikan

menjadi beberapa bagian atau struktur organisasi. Sehingga dalam



47

pelaksanaannya, dibagi dan disesuaikan dengan tugas serta fungsi masing-

masing diantaranya adalah sebagai berikut:*’

1. Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS
provinsi.

2. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu ketua memimpin
pelaksanaan tugas BAZNAS provinsi dalam perencanaan,
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan,
administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian
rekomendasi, dan pelaporan.

3. Bidang pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
pengumpulan zakat, fungsi yang dilaksanakan diantaranya adalah
sebagai berikut:

a. penyusunan strategi pengumpulan zakat.

b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki.

c. pelaksanaan kampanye zakat.

d. pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat

e. pelaksanaan pelayanan muzaki.

f. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.

g. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan
zakat.

h. pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan

muzaki.

¥Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
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koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat provinsi.

4. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat,

yang mana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a.

b.

f.

penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat..
pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan
zakat.

pelaksanaan  evaluasi  pengelolaan  pendistribusian  dan
pendayagunaan zakat..

penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian
dan pendayagunaan zakat.

koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

5. Bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan

yang mana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a.

penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat
provinsi..

penyusunan rencana tahunan BAZNAS provinsi.

pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana
pengelolaan zakat provinsi.

pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS provinsi.

pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS provinsi.
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penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja.
BAZNAS provinsi.

penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat provinsi.

6. Bagian adminsitrasi,sumber daya manusia, dan umum mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS provinsi, administrasi

perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi, yakni

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a.

b.

penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS provinsi.
pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS provinsi.

pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS provinsi.

pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS provinsi.

pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS provinsi.
penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat
BAZNAS provinsi.

pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat
BAZNAS provinsi.

pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan
aset BAZNAS provinsi.

pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala

nasional di provinsi.

7. Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan,

audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS

provinsi, yakni menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
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penyiapan program audit.

. pelaksanaan audit.

pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua
BAZNAS.

. penyusunanlaporan hasil audit.

penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.
pelaksanaan koordinasi pengelolaan audit internal dengan

BAZNAS kabupaten/kota.



BAB III

PENYALURAN DANA ZAKAT DI BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR

A. Gambaran umum tentang Baznas Provinsi Jawa Timur

1. Sejarah singkat Baznas Provinsi Jawa Timur

Pada tanggal 15 Juli 1968, pemerintah melalui kantor Menteri Agama,
mengeluarkan peraturan nomor 4 dan nomor 5 tahun 1968 tentang
pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (BAZIS) dan tentang
pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, Provinsi
dan kabupaten. Merujuk dengan adanya surat edaran seruan presiden, maka
pemerintah propinsi Jawa Timur membentuk suatu organisasi pengelola zakat
tingkat provinsi. Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (BAZIS) Provinsi
Jawa Timur dalam tahap konsolidasi organisasi, baru terbentuk dengan surat
keputusan kepala kantor wilayah departemen Agama Provinsi Jawa Timur
nomor: Wm. 02.05/0556/1992, tanggal 13 Februari 1992, dan telah
dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Timur tanggal 3 Juli 1992 bersamaan
dengan peringatan tahun Baru Hijriyah 1 Muharram 1413 H yang bertempat
di Islamic Centre Surabaya. BAZ Provinsi jawa timur merupakan wujud
implementasi UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat. Melalui SK
Gubernur Jawa Timur No. 188/68/KPTS/013/2001 keberadaan BAZIS Jawa
Timur digantikan oleh BAZ Provinsi Jawa timur.

Pada tahun 2011 muncullah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011

tentang pengelolaan zakat. Bersamaan dengan keluarnya undang-undang

51



52

tersebut, maka BAZ Provinsi Jawa Timur berganti menjadi BAZNAS Jawa

Timur. Adapun berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini

melalui berbagai pertimbangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun

2008 tentang pemerintah daerah.

. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan

perundang-undangan.

. Undang-Undang Nomor 23 tahun 011 tentang pengelolaan zakat.

Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 29
tahun 1991/47 tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infak,

Sedekah.

. Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan

Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
Peraturan daerah provinsi Jawa Timur nomor 10 tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Jawa Timur tahun

anggarn 2014.

. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 83 tahun 2013 tentang penjabatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur tahun

anggaran 2014.

. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/910/KPTS/013/2013 tentang

pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Timur tahun 2014.
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2. Visi dan Misi Baznas Provinsi Jawa Timur

BAZNAS Jawa Timur sebagai BAZNAS yang bergerk dalam bidang
sosial dan kepentingan masyarakat memiliki visi dan misi. Adapun visi dan
misi tersebut yakni sebagai berikut:

a. VISI
Menjadi lembaga pengelola zakat, infaq, shodaqoh yang amanah dan
profeional.

b. MISI

1) Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah dengan
selalu melakukan inovasi dalam memberikan penerangan dan
pencerahan kepada umat.

2) Memaksimalkan penyaluran dan pendistribusin dana zakat, infaq dan
shadagah menuju kesejahteraan umat serta selalu berupaya
memberdayakan mustahik menjadi muzaki.

3) Selalu menjunjung tinggi dan berpedoman pada syari’at islam dalam
mengimplementasikan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq
dan shadaqah.

Selain itu, Baznas Provinsi Jawa Timur juga memiliki tujuan serta
landasan hukum yang digunakan. Adapun tujuan dan landasan hukum
tersebut yakni sebagai berikut:

a. Tujuan
1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan

ibadah zakat.
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Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan (zakat) dalam
upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Meningkatkan hasil guna dan dayaguna zakat.

. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum untuk BAZNAS provinsi Jawa Timur

diantaranya adalah:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Al-Qur’an dan Al-Hadits.

Undang-Undang No0.38/1999 tentang pengelolaan zakat.

Keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang
pelaksanaan Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan
zakat.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan
Haji Nomor D/ 291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan
zakat.

SK Gubernur Jawa Timur No. 188/19/KPTS/013/2005 tentang Badan
Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur.

Instruksi Gubernur No.l Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit
Pengumpul Zakat (UPZ) pada Unit Kerja Provinsi Jawa Timur.
Instruksi Gubernur No.l1 Tahun 2009 tentang Optimalisasi Unit

Pengumpul Zakat (UPZ) pada Unit Kerja Provinsi Jawa Timur.
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Adapun susunan organisasi dari Baznas Provinsi Jawa Timur secara

rinci terlihat dalam diagram berikut:

Dewan Pertimbangan

Badan Pelaksana

Komisi Pengawas

A 4

Ketua
Wakil Ketua
Bendahara Wak.ﬂ Ketua I Dewan v
Wakil Wakil Ketua I Pertimbangan :
Wakil Ketua III 8 Sekretaris
Wakil Ketua IV l
Anggota
Kantor Sekretariat
Ketua Harian
Ketua Kantor
Wakil Kepala Kantor
\ 4 A 4 A 4 \ 4
Kabag Kabag Kabag Kabag
Pengumpulan Pengembangan dan Pendistribusian Pengumpulan
Dakwah
A 4 ¢ \ 4 A 4
Staff-Staff Koordinator Staff-staff 1. Staff Keuangan
2. Staff ADM dan
RT

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Baznas Provinsi Jawa Timur
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Adapun susunan pengurus Baznas Provinsi Jawa Timur yakni

sebagai berikut:

Dewan Pertimbangan

Dr. H. Soekarwo (Gubernur Jawa Timur)

K.H. Drs. Abdusshomad Buchori (Ketua MUI Jawa Timur)

Komisi Pengawas

Ketua
Sekretaris
Anggota

Badan Pelaksana

Ketua

Wakil Ketua |
Wakil Ketua 11
Wakil Ketua I1I
Wakil Ketua IV
Sekretaris

Wakil Sekretaris
Bendahara
Wakil Bendahara
KorBid Pengumpulan :

Anggota

: Drs. H. A. Salam Nawawi, M.Ag
: Drs. H. M. Syakur

: Dr. Mahmud Mustain, M.Sc

: Drs. H. Syaifullah Yusuf

: Dr. H. Rasiyo, M.Si

: Edi Purwinarto

: Bawon Adityoni

: H. Nur Hidayat, S.Pd, Mm

: Drs. H. Asyhuri

: Drs. H. Kasno Sudaryanto, M.Ag
: Drs. Slamet Hariyono, M.Si

: H. Soedarto

Asyik Ismoyo

: KH. Abdurrahman Nafis, Lc

Drs. H. Abi Kusno, Mm

H. Nadjib Hamid, M.Si



KorBid Pengembangan: Bambang

Anggota : Drs. H. Syamsul Anam
KorBid Pendistribusian: Drs. Moh. Isa

Anggota : H. Syamsul Arifin, S.Ag, M.Si

Karyawan Baznas Jatim

Kepala Kantor : Meirza Rachman D.R,SE
Kabag Keuangan : Dwindayatie, SE

Staf Adm. Keuangan : Endang

Staf Adm & RT : Robby Cahyadi
Staf IT & Humas : Abdul Hamid Hasan
Afif Amrullah

Kabag Pendistribusian: Chandra Asmara, SE.
Staf : Tatok
Dedy Eko F
Sulaiman
Bidang Ekonomi : Syukron Dosi
Yoyok
Rismiati
Kabag Pengumpulan dan Pengembangan : Kholik, A.Md
Staf Pengumpulan  : Sugeng
Makhrus
Kor Pengembangan : Syafrizal Kurniawan

Staf Pengembangan : Fajar Cahyono
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Siswi Mei

4. Kegiatan di Baznas Provinsi Jawa Timur

Guna mencapai visi dan misi dari Baznas Jawa Timur, maka dibuatlah

program-program sosial untuk membantu masyarakat. Diantaranya adalah

sebagai berikut:

a.

Program Penghimpunan

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program ini diantaranya

adalah sebagai berikut:

1) sosialisasi/presentasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011.

2) menerbitkan majalah bulanan warta Baznas.

3) pembukaan counter-counter zakat, yakni layanan yang disediakan
oleh Baznas Jawa Timur saat bulan Ramadhan.

4) Layanan konsultasi zakat.

5) Layanan jemput zakat, yakni layanan yang disediakan oleh Baznas
Jawa Timur untuk mempermudah muzakki dalam membayar
zakatnya atau juga dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening
yang disediakan.

Program Pendistribusian/pendayagunaan

Baznas Jawa Timur melakukan pendistribusian dana yang berasal dari

zakat, infak, dan sedekah dengan menjunjung azas berhasil guna dan

berdaya guna. Hasil pengumpulan tersebut nantinya akan didistribusikan

untuk lima program utama, yakni sebagai berikut:
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Program Ekonomi (Jatim Makmur)

Baznas Jatim mengimplementasikan zakat dalam rangkaian program

pendistribusian bidang ekonomi yang meliputi berbagai kegiatan

sebagai berikut:

(a) pelatihan ketrampilan bekerjasama dengan balai latihan kerja
(BLK) dan dinas koperasi (DINKOP) memberikan pelatihan
ketrampilan kepada UKM.

(b) bantuan alat kerja, memberikan bantuan alat kepada mustahik
untuk memulai/ mengembangkan usaha.

(c) bantuan modal bergulir, memberikan pinjaman untuk tambahan
modal bagi UMKM yang usahanya telah berjalan. Modal bergulir
dengan Qard Hasan bantuan modal diberikan bagi UKM yang
sudah beroperasi.

Program Pendidikan (JATIM Cerdas)
Program pendistribusian di bidang pendidikan lebih diutamakan pada
pemberian beasiswa. Pada awalnya, program ini ditujukan kepada
siswa SD, SLTP, dan SLTA. Namun pada tahun 2006 Baznas Jatim
lebih memprioritaskan pada SLTA/MA/Diniyah Ulya dan
mahasiswa. Selain bentuk beasiswa, BAZNAS Jatim juga
memberikan bantuan sarana pendidikan bagi siswa SD dan SLTP
berupa perlengkapan sekolah.

Program Kesehatan (JATIM Sehat)
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Program kesehatan yang di fokuskan untuk memberikan pelayanan
bagi para dhuafa, terbagi atas dua macam kegiatan yakni yang
bersifat reaktifinsidental dan proaktif-elektif. Program insidental
diarahkan dalam bentuk pengobatan massal yang tersebar di berbagai
daerah miskin dan rawan penyakit. Sedangkan program -elektif
diaplikasikan dalam bentuk pembukaan pos pelayanan kesehatan di
wilayah pemukiman dhuafa di ketintang, menanggal, keputran, dan
medokan semampir. Rangkaian program kesehatan meliputi: jaminan
kesehatan Baz Jatim yakni program terpadu dalam bidang distribusi
bantuan kesehatan, klinik dhuafa, ambulan, pengobatan gratis dan
khitanan massal.

Program Sosial/ Jatim Peduli

Program sosial merupakan kegiatan karitas yang difokuskan untuk
membantu fakir dan miskin yang terkena musibah. Program ini
bersifat santunan berupa bantuan konsumtif. Dibagi menjadi dua
model: insidental dan berkelanjutan. Santunan insidental diarahkan
dalam bentuk renovasi rumah dan bantuan bencana alam yang
tersebar diberbagai daerah terkena bencana sedangkan santunan
berkelanjutan diaplikasikan dalam bentuk bantuan fakir setiap bulan.
Adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah bantuan
renovasi rumah (properti) dan santunan tunai fakir.

Program Dakwah
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Program dakwah diarahkan untuk penguatan keimanan duafa dan
juga untuk mensosialisasikan zakat dimasyarakat. Bentuk dari
program ini adalah pengiriman dai ke masyarakat baik ceramah dan

di instasi-instasi.

B. Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Penyaluran dana zakat merupakan salah satu unsur atau aspek dari
pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat mendefinisikan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk: (1) meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; (2) meningkatkan
manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan
kemiskinan.!

Pada BAZNAS Provinsi Jawa Timur, sebelum melakukan penyaluran dana
pihak Baznas provinsi Jawa Timur melakukan survei terlebih dahulu untuk
menentukan siapa saja yang memang benar-benar berhak menerima zakat.
Adapun sumber dana dan prosedur penyaluran dana yang dilakukan oleh
BAZNAS Provinsi Jawa Timur secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

1. Sumber Dana BAZNAS Provinsi Jawa Timur
Untuk pihak-pihak yang menyalurkan zakat ini pada dasarnya tidak dibatasi

oleh baznas provinsi jawa timur. Seluruh lapisan masyarakat memiliki peluang

'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
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yang sama untuk menyalurkan dana ke baznas. Namun, memang mayoritas
penyalur dana ke baznas adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil). Hal ini dilakukan
sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditetapkan dan berlaku. Adanya
kewajiban PNS (Pegawai Negeri Sipil) untuk menyalurkan dana zakat ke baznas
adalah dengan tujuan agar baznas memiliki pemasukan tetap dari PNS sehingga
dapat dilakukan untuk melakukan penyaluran sebagaimana yang telah
dilaksanakan. Keadaan ini sebagaimana yang diungkapkan oleh staf baznas
sebagai berikut:

Oh pihaknya, jadi kita segenap lapisan masyarakat, tapi memang paling
banyak dari PNS (Pegawai Negeri Sipil). karena gini sesuai peraturan itu
bahwa baznas itu ada 3, ada baznas pusat, baznas provinsi dan baznas
kabupaten atau kota. nah sesuai tingkatan masing-masing kalau baznas
pusat dia mengkolektif dana zakat dari UPZ atau intansi tingkat
nasional, misal kementerian, BUMN. kalau tingkat provinsi misalnya
dinas provinsi, yang sifatnya provinsi, kalau tingkat kabupaten atau kota
misal DPU kebersihan, SMA atau kuliah itu dari provinsi, SD atau SMP
itu kabupaten atau kota. untuk masyarakat itu sebenarnya juga
kabupaten atau kota. donator kita paling banyak dari dinas-dinas tingkat
provinsi, ada juga dari masyarakat yang menyalurkan dana yang diambil
oleh kami, jadi begini kan masyarakat mengisi form kesediaan itu,
kemudian ditanya ini bagaimna transfer atau datang ke kntor atau
diambil, nah kemudian konfirmasi kalau mau diambil.?

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Baznas memiliki
tiga tingkatan, yang mana masing-masing memiliki ruang lingkup sendiri-sendiri
sesuai dengan tingkatannya. Kendati demikian, dari setiap tingkatan baznas
tersebut tidak terlepas begitu saja melainkan terdapat sinergi antara sesama. Hal
ini bertujuan agar penghimpunan zakat dapat mencapai target yang telah

ditetapkan. Kemudian untuk perolehan zakat menurut staf bidang penghimpunan,

2Kholiq, Staff Bidang Penghimpunan BAZNAS Provinsi Jawa Timur, Wawancara, Surabaya, 20
Februari 2017
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mayoritas berasal dari zakat mal dan zakat profesi, ada juga yang dari zakat
perdagangan dan perniagaan, namun untuk peternakan memang belum ada.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan BAZNAS Provinsi Jawa
Timur memang diperuntukkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun guna
memaksimalkan dana yang didapatkan, maka pihak BAZNAS Provinsi Jawa
Timur memberikan imbauan kepada PNS untuk menyalurkan zakat melalui
lembaga tersebut. Kendati demikian, pihak BAZNAS juga tidak memaksa PNS
untuk menyalurkan dana zakatnya ke BAZNAS. Apabila ada salah satu PNS yang
menghendaki dananya dizakatkan melalui pihak lain juga dipersilahkan, dan jika
ada PNS yang meminta bantuan BAZNAS untuk menghitungkan dana zakat maka
BAZNAS juga akan mambantunya.
2. Prosedur Penyaluran Dana BAZNAS Provinsi Jawa Timur
Pada prosedur penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur
dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan dengan
tujuan untuk memaksimalkan penyaluran zakat agar dapat memenuhi target.
Selain itu, juga supaya penyaluran dapat merata dan adil. Hal ini sebagaimana
yang disampaikan oleh Staf Bidang Pendistribusian sebagai berikut:
jadi kalau prosedur ya, yang pertama itu kita ada pengajuan dari
masyarakat, pengajuan dari masyarakat itu nanti kita cek di lapangan
yang dinamakan survei, setelah kita survei kalau layak dibantu ya
dibantu sesuai dengan program yang diitukan. kalau misalkan tidak
layak dibantu apa yang bisa dibantu dalam artian masuk dalam program
apa. dan kalau misalkan benar-benar orang ini tidak layak, ya kita
alihkan ke yang lebih layak., itu yang pertama.Yang kedua kita juga
ndak hanya pengajuan dari masyarakat, tapi kita terjun langsung ke
masyarakat. ini yg biasanya itu program santunan fakir,. kalau kita
nunggu dari pengajuan masyarakat maka ndak akan mencapai target

padahal di kita itu target untuk penyaluran santunan fakir itu sangat
tinggi, yaitu 550 untuk duafa fakir A dan 300 untuk fakir B, itu tiap
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bulan itu sampai orangnya meninggal. Jadi ada dua proses yaitu dari
pengajuan masyarakat dan kita terjun langsung >

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Baznas Provinsi
Jawa Timur dalam melakukan penyaluran zakat melalui dua prosedur yaitu
dengan prosedur dari masyarakat dan dari hasil survei yang dilakukan secara
langsung oleh Tim Baznas jawa Timur. Pihak BAZNAS Provinsi Jawa Timur
juga melakukan koordinasi dengan BAZNAS kabupaten/kota. Sebagaimana yang
telah disebutkan hal ini bertujuan untuk memenuhi target penyaluran yang telah
ditetapkan. Selain itu dengan adanya kerjasama serta koordinasi dengan BAZNAS
kabupaten/kota akan dapat mengefektifkan dana yang ada.

Efektif dan efisiennya penyaluran dana zakat tersebut terlihat dari
penghematan dana yang dialokasikan untuk akomodasi. Karena melakukan
sinergi dengan Baznas kabupaten atau kota, maka dana tersebut dapat disalurkan
untuk zakat kepada yang berhak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh staff
bidang pendistribusian sebagai berikut :

jadi kita meminimalkan untuk penggunaan dana yg berlebihan karena
pimpinan kami itu sekarang kita fokus ke penyaluran dengan melibatkan
kabupaten atau kota, nah dari melibatkan kabupaten atau kota itu tadi
yang sangat efisien. karena kalau misalkn kita harus pergi ke kota-kota
kan membengkak ya dananya, jadi kita arahkan kesana dan setelah kita
lewatkan kesana berarti kan seakan-akan ini lho ada bantuan yang dari
kabupaten atau kota nah misalkan begitu ya gak papa wong namanya
kita sinergi.*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diulas di atas, terlihat bahwa

Baznas Provinsi Jawa Timur melakukan penyaluran dana kepada orang-orang

yang berhak menerima (mustahik). Adapun strategi penyaluran dana tersebut

3Candra Asmara, Staff Bidang Pendistribusian BAZNAS Profinsi Jawa Timur, Wawancara,
Surabaya, 20 Februari 2017
“Ibid.
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dilakukan dengan menerima laporan dari baznas kabupaten/ kota, dengan kata lain
baznas provinsi dalam penyalurannya yaitu dengan bersinergi dengan baznas
kabupaten/kota. Selain itu, pihak baznas provinsi jawa timur juga melakukan
survei secara langsung di lapangan. Pada penyaluran zakat, baznas provinsi jawa
timur juga melakukan beberapa program lainnya diantaranya adalah jatim peduli,
jatim sehat, jatim makmur, jatim cerdas, dan jatim taqwa.

BAZNAS memiliki tugas menghimpun serta menyalurkan zakat dari
muzakki kepada mustahik. Adapun prosedur penghimpunan zakat yang dilakukan
oleh BAZNAS provinsi Jawa Timur secara jelas tergambar dalam diagram

berikut:

Penghimpunandana BAZ

Orang yang
datang sendiri
Ke BAZNAS

Via Bank

[ Jupen dapatdana ]—»[ Lembar kesediaan ] Melalui spanduk,
website, dan internet

v dengan mencantumkan

. o nomor rekening untuk
[ Jumut ambil dana ]q—[ Kwitansi ]4_[ Collect ]

pengiriman zakat

Gambar 3.2
Prosedur Penghimpunan Zakat
Sumber: Hasil wawancara, diolah
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Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa BAZNAS provinsi jawa timur
melakukan penghimpunan dana zakat melalui tiga cara, yakni yang pertama
adalah melalui JUPEN (juru penerang) dan JUMUT (juru pemungut). Menurut
hasil wawancara yang telah dilakukan, apabila direpresentasikan dengan bank.
JUPEN merupakan marketing dan JUMUT merupakan dept collector. Melihat
dari nama yang telah disebutkan, JUPEN memiliki tugas untuk mencari donator
atau muzakki yang ingin menyalurkan dananya melalui BAZNAS. Setelah
JUPEN mendapatkan dana maka menyampaikan lembar kesediaan donator
kepada bagian administrasi BAZNAS. Kemudian bagian administrasi kantor akan
melakukan collect atau mengadministrasi dan akhirnya akan diberikan kwitansi
bahwa muzakki tersebut akan menyalurkan zakat. Apabila proses tersebut selesai,
selanjutnya JUMUT mengambil dana zakat dari donator-donator yang telah di
collect tersebut.

Kemudian prosedur penghimpunan selanjutnya adalah melalui via bank.
Proses ini dilakukan melalui spanduk, website, dan internet. Hal ini dilakukan
dengan mencantumkan nomor rekening BAZNAS provinsi jawa timur. Adanya
sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui tentng Baznas provinsi jawa
timur dan nantinya akan mengkonfirmasi ke bagian pengumpulan. Prosedur
berikutnya adalah dengan orang datang langsung ke BAZNAS provinsi jawa
timur. Proses ini awalnya dilakukan melalui personal dan komunitas. Komunitas
di sini dengan mengikutsertakan ustadz untuk berkomunikasi dalam forum

pengajian. Adapun pola untuk komun=itas ini adalah dengan melakukan
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sosialisasi ke instansi atau lembaga, kemudian melakukan kesepakatan untuk
waktu dan tempat bersosialisasi.

Setelah dana dihimpun oleh Baznas provinsi jawa timur, maka tugas
selanjutnya adalah dengan melakukan penyaluran zakat. Adapun prosedur

penyaluran zakat secara jelas dapat terlihat dalam grafik sebagai berikut:

Prosedur Penyaluran Zakat

O

Pengajuan dari masyarakat Terjun langsung ke masyarakat

A 4

Cek atau survei

A 4

Penentuan layak atau tidak untuk
menerima zakat

Gambar 3.3
Prosedur Penyaluran Zakat
Sumber: Hasil wawancara, diolah
Sama halnya dengan penghimpunan zakat, dalam penyaluran zakat ini pihak
BAZNAS juga memiliki prosedur tersendiri untuk menyalurkan dana sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Adapun prosedur tersebut dilakukan melalui
pengajuan dari masyarakat yang kemudian pihak BAZNAS melakukakn survei ke
lapangan. Hingga akhirnya pihak BAZNAS sendiri yang dapat menentukan
apakah orang tersebut layak mendapatkan zakat ataukah tidak. Apabila tidak

layak, maka BAZNAS memiliki opsi lain untuk mendapatkan zakat dari program

lain. Kendati demikian, apabila memang benar-benar tidak layak untuk menerima
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zakat maka akan dialihkan ke orang lain yang dirasa perlu dan berhak untuk
menerima.

Kemudian, selain menunggu laporan dan pengajuan dari masyarakat, pihak
BAZNAS juga melakukan terjun langsung ke lapangan. Hal ini dilakukan karena
apabila hanya menunggu laporan dari masyarakat maka pihak BAZNAS tidak
akan mendapatkan target. Untuk pendataan mustahik, pihak BAZNAS provinsi
jawa timur juga melakukan koordinasi dengan BAZNAS kabupaten atau kota.
Jadi prosedurnya pihak BAZNAS kabupaten atau kota melakukan pendataan
mustahik yang ada di sekitarnya kemudian diajukan ke BAZNAS provinsi jawa
timur melalui email. Selanjutnya, pihak BAZNAS melakukan pengkajian dan
seleksi kembali apakah orang yang diajukan tersebut berhak menerima atau tidak.

BAZNAS provinsi jawa timur memiliki beberapa program dalam
menyalurkan zakat, selain zakat fitrah. Adapun untuk program-program tersebut

diantaranya adalah sebagai berikut:

Jatim Peduli =~ F--m 550 duafa fakir A |
| 300 duafa fakir B |
Jatim Sehat i
_____________ L 2
; i Setiap bulan sampai !
Penyalurandana Zakat »( Jatim Makmur i meninggal |

_____________ \ S Jatim Cerdas

Jatim Taqwa

Gambar 3.4
Program Penyaluran Zakat
Sumber: Hasil wawancara, diolah
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Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa dalam program penyaluran zakat
pihak BAZNAS memiliki lima program, yakni jatim peduli, jatim sehat, jatim
makmur, jatim cerdas, dan jatim taqwa. Adapun target untuk penyaluran dana
zakat dan shodaqoh adalah sebesar Rp. 10 milyar per tahun untuk keseluruhan
program. Namun untuk proporsi penyaluran dana disesuaikan dengan kebutuhan,
jadi tidak semua program mendapatkan nilai yang sama.

Adapun target dalam penyaluran dana BAZNAS ini adalah 550 orang untuk
dhuafa fakir A dan 300 orang untuk dhuafa fakir B. Pemberian jatim peduli ini
dilakukan secara rutin setiap bulan hingga orang tersebut meninggal. Pencanangan
jatim peduli sebagai program unggulan dari BAZNAS provinsi jawa timur dengan
pertimbangan bahwa masih tingginya angka kemiskinan di provinsi jawa timur.
Program jatim peduli ini diberikan kepada orang-orang yang fakir yakni orang
yang tidak mampu bekerja dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya,
misalkan orang tua dan disabilitas.

Kemudian untuk alokasi dana, penyaluran dana zakat hanya di salurkan
untuk tiga ashnaf saja, yaitu fakir, ibnu sabil dan amil, di karenakan jumlah dana
yang dihimpun tidak sebanding dengan jumlah 8 ashnaf yang ada di provinsi jawa
timur. Selain itu penyaluran dana zakat dilakukan setiap bulan dengan orang yang

sama. >

SIbid.
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C. Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur
Zakat adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT.
Kartika mendefinisikan zakat sebagai salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan
oleh umat muslim dengan memberikan sejumlah hartanya dengan kadar tertentu
kepada orang yang berhak menerimanya menurut golongan yang ditentukan oleh
syariat Islam®. Pada baznas Jawa Timur prosedur penyaluran zakat ini utamanya
diberikan kepada 8 asnaf yang membutuhkan sesuai dengan Firman Allah Surat
At-Taubah ayat 60. Adapun penerima dana dan jumlah dana yang disalurkan
secara rinci dijelaskan di bawah ini:
1. Penerima Dana Zakat dari BAZNAS Provinsi Jawa Timur
Sementara itu, selain penyaluran zakat yang dibagikan secara rutin ke 8
asnaf tersebut, Baznas Jawa Timur juga menyalurkan ke beberapa program yang
telah disediakan. Adapun program-program tersebut diantaranya adalah sebagai
berikut
Ya 8 asnaf itu. Untuk penyaluran zakat kita itu ada lima program yang
kita laksanakan di tahun 2017 jadi ada jatim sehat, jatim cerdas, jatim
tagwa, jatim makmur dan jatim peduli. nah kelima program itu dipecah
lagi menjadi sub-sub program dan penyalurannya itu dibagi lagi jadi per
per asnaf itu.misalkan jatim peduli ya ke duafa fakir tiap bulan terus
bantuan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, bantuan untuk
ghorim untuk pelunasan hutang dan kesemuanya itu hrus melalui
mekanisme survei, pengajuan atau terjun langsung ke masyarakat kita
mencari yamg layak dibantu dan kita utamakan dari 8 asnaf itu tadi

(Wawancara dengan Bapak Candra Asmara selaku Staff Bidang
Pendistribusian)’

SElsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf (Jakarta: Grasindo, 2006), 10.
"Candra Asmara, Staff Bidang Pendistribusian BAZNAS Profinsi Jawa Timur, Wawancara,
Surabaya, 20 Februari 2017
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa BAZNAS
Provinsi Jawa Timur memiliki lima program dalam proses penyaluran dana,
diantaranya adalah jatim sehat untuk kesehatan masyarakat Jawa Timur, Jatim
Cerdas berupa bantuan pendidikan untuk masyarakat Jawa Timur, Jatim Taqwa
yaitu berupa bantuan untuk kegiatan muslim seperti pengajian, Jatim makmur dan
jatim peduli merupakan bantuan yang diberikan untuk membantu masyarakat
fakir dan miskin. BAZNAS Provinsi Jawa Timur saat ini sedang gencar-gencar
nya melaksanakan program jatim peduli, karena hal tersebut menjadi target utama
bagi BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

2. Jumlah Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Menurut ungkapan dari bidang keuangan BAZNAS Provinsi Jawa Timur
menjelaskan bahwa dalam penyaluran dana zakat, porsi untuk amil adalah 12,5%
dari program tergantung dari jumlah pengumpulan yang didapatkan. Akan tetapi
pada baznas provinsi Jawa Timur untuk pembagian amil diberikan sebesar 10%.
Hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk mengambil titik aman. Karena
menurut penuturan dari bagian keuangan laporan keuangan harus terpisah antara
bank amil dan bank penyaluran serta pada akhir tahun akan diukur saldo dari
masing-masing bank tersebut. Adapun wuntuk jumlah penyaluran zakat

sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:
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Total Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Baznas provinsi jawa timur

2013 2014 2015 2016
Penghimpunan | 1.316.900.571,23 | 1.890.993.439,61 | 1.312.210.301,00 | 2.297.764.098,00
Penyaluran 1.286.463.800,00 | 1.723.955.500,00 | 1.620.116.500,00 | 2.116.714.174,00
Saldo 30.436.771,72 167.037.939,49 | -307.906.199,00 | 181.049.924,00
Persentase 98% 91% 123% 92%

Berdasarkan tabel di

Sumber: Laporan keuangan internal Baznas provinsi jawa timur (diolah)

atas,

terlihat bahwa pada tahun 2013-2014

penghimpunan zakat mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, penghimpunan zakat

menurun yang mengakibatkan minus dari penyalurannya. Pada tahun 2016

penghimpunan zakat kembali mengalami kenaikan. Untuk mengantisipasi pada

tahun 2015, maka kekurangan tersebut diambilkan dari dana zakat pada tahun

sebelumnya dan jika masih kurang maka diamabilkan dari dana infaq, shodaqoh.




A.

BAB IV

EFEKTIFITAS PENYALURAN DANA ZAKAT

Penyaluran Dana Zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS
merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan
zakat secara nasional. BAZNAS provinsi adalah lembaga yang dibentuk
oleh Menteri Agama yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan
zakat di tingkat provinsi. BAZNAS provinsi bertanggung jawab kepada
BAZNAS dan pemerintah provinsi. BAZNAS provinsi mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi.!

Adanya BAZNAS ini membantu muzakki yang tidak mampu
menghitung kewajiban zakatnya. Sehingga pada dasarnya keberadaan
BAZNAS ini menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011
yang merupakan amandemen dari tahun 1999. Jadi posisi BAZNAS bukan
menghukum orang yang tidak membayar zakat, namun mendampingi serta
memfasilitasi muzakki untuk menyalurkan zakat. Sebagaimana telah
disebutkan di BAB 2 bahwa Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik
sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan
memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat

dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir

"Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
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miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha
produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila
kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

BAZNAS provinsi jawa timur dalam melakukan penghimpunan
dana zakat melalui tiga cara, yakni yang pertama adalah melalui JUPEN
(juru penerang) dan JUMUT (juru pemungut). Menurut hasil wawancara
yang telah dilakukan, apabila direpresentasikan dengan bank. JUPEN
merupakan marketing dan JUMUT merupakan dept collector. Melihat dari
nama yang telah disebutkan, JUPEN memiliki tugas untuk mencari donator
atau muzakki yang ingin menyalurkan dananya melalui BAZNAS. Setelah
JUPEN mendapatkan dana maka menyampaikan lembar kesediaan donator
kepada bagian administrasi BAZNAS. Kemudian bagian administrasi
kantor akan melakukan collect atau mengadministrasi dan akhirnya akan
diberikan kwitansi bahwa muzakki tersebut akan menyalurkan zakat.
Apabila proses tersebut selesai, selanjutnya JUMUT mengambil dana zakat
dari donator-donator yang telah di collect tersebut.

Kemudian prosedur penghimpunan selanjutnya adalah melalui via
bank. Proses  ini dilakukan melalui spanduk, website, dan internet. Hal
ini dilakukan dengan mencantumkan nomor rekening BAZNAS provinsi
jawa timur. Adanya sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui
tentng Baznas provinsi jawa timur dan nantinya akan mengkonfirmasi ke
bagian pengumpulan. Prosedur berikutnya adalah dengan orang datang

langsung ke BAZNAS provinsi jawa timur. Proses ini awalnya dilakukan
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melalui  personal dan komunitas. Komunitas di sini dengan
mengikutsertakan ustadz untuk berkomunikasi dalam forum pengajian.
Adapun pola untuk komunitas ini adalah dengan melakukan sosialisasi ke
instansi atau lembaga, kemudian melakukan kesepakatan untuk waktu dan
tempat bersosialisasi.

Setelah dana dihimpun oleh Baznas Provinsi Jawa Timur, maka
tugas selanjutnya adalah dengan melakukan penyaluran zakat. Adapun
prosedur penyaluran zakat tersebut dilakukan melalui pengajuan dari
masyarakat yang kemudian pihak BAZNAS melakukakn survei ke
lapangan. Hingga akhirnya pihak BAZNAS sendiri yang dapat menentukan
apakah orang tersebut layak mendapatkan zakat ataukah tidak. Apabila
tidak layak, maka BAZNAS memiliki opsi lain untuk mendapatkan zakat
dari program lain. Kendati demikian, apabila memang benar-benar tidak
layak untuk menerima zakat maka akan dialihkan ke orang lain yang dirasa
perlu dan berhak untuk menerima.

Kemudian, selain menunggu laporan dan pengajuan dari
masyarakat, pthak BAZNAS juga melakukan terjun langsung ke lapangan.
Hal ini dilakukan karena apabila hanya menunggu laporan dari masyarakat
maka pithak BAZNAS tidak akan mendapatkan target. Untuk pendataan
mustahik, pthak BAZNAS provinsi jawa timur juga melakukan koordinasi
dengan BAZNAS kabupaten atau kota. Jadi prosedurnya pihak BAZNAS
kabupaten atau kota melakukan pendataan mustahik yang ada di sekitarnya

kemudian diajukan ke BAZNAS provinsi jawa timur melalui email.
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Selanjutnya, pihak BAZNAS melakukan pengkajian dan seleksi kembali
apakah orang yang diajukan tersebut berhak menerima atau tidak.

Secara garis besar, berdasarkan hasil wawancara yang telah
disampaikan paba bab sebelumnya, program penyaluran zakat yang
dilakukan oleh pihak BAZNAS memiliki lima program, yakni jatim peduli,
jatim sehat, jatim makmur, jatim cerdas, dan jatim taqwa. Adapun target
untuk penyaluran dana zakat dan shodaqoh tersebut adalah sebesar Rp. 10
milyar. Namun untuk proporsi penyaluran dana disesuaikan dengan
kebutuhan, jadi tidak semua program mendapatkan nilai yang sama.

Selain itu, penyaluran zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur hanya
disalurkan kepada fakir, amil, dan ibnu sabil. Hal tersebut sudah sesuai
menurut Imam Malik, Abu Hanifah yaitu tidak mewajibkan pembagian
zakat pada semua sasaran. Abu Ubaid telah menerima riwayat dari Ibnu
Abbas, bahwa ia berkata: “Apabila engkau memberikan zakat pada satu
sasaran dari sasaran zakat, maka hal itu cukup bagimu, dan sesungguhnya
Allah SWT. berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60:
uLeJJl Y ”’}La u.!).,é.!lj L;.l; d«l.g_a.ll) Mb ;b&_n.Ug_,J.\.,aJ‘ Lg.gl &

&

D) e e AT A \_f‘*-»a-’ﬁ wa”u’b ‘UJ‘J-M\}) O’ifj-’-“)

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk
jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana.
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Maksudnya dari ayat di atas agar zakat itu jangan diberikan kepada yang
selain sasaran tersebut. Imam Sufyan dan ulama Irak (Abu Hanifah dan
golongannya) berpendapat, bahwa apabila zakat diberikan kepada salah
satu sasaran yang delapan, maka dianggap sah.’

Tidak ada keterangan yang mewajibkan pembagian tiap-tiap zakat
itu kepada semua golongan. Begitu juga tidak dapat di ambil sebagai alasan
hadist Nabi SAW. Yang menyuruh Mu’adz agar mengambil zakat dari
orang kaya di antara penduduk Yaman dan menyerahkanya kepada orang-
orang miskin. Di antara mereka karena itu merupakan zakat dari jamaah
atau kelompok muslimin dan ternyata diberikan hanyalah pada salah satu
jenis dari golongan yang delapan. *

Hal tersebut terdapat perbedaan pendapat menurut Imam Syafi’i
yaitu dalam kitabnya Al-Umm tidak mengatakan secara langsung mengenai
penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat, tetapi mengenai
pendapat Imam Syafi’i tersebut penulis temukan dalam kitabnya Wahbah
Al-Zuhaily bahwa mazhab Syafi’i mengatakan, zakat wajib dikeluarkan
kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal,
berdasarkan QS At-Taubah Ayat: 60.* maksudnya adalah zakat wajib
diberikan kepada delapan kelompok jika semua kelompok itu ada. Jika
tidak, zakat itu hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja.

Sebagaimana ia memberikan contoh dalam kitab Al-Umm. Jadi, praktik

2Umi Hani, “Analisis tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut
Pendapat Imam Syafi’I” (Jurnal ISSN,Vol 11, Juni 2015), 18-19.

3Sayyid Sabiq, Figh Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 577.

4Wahbah al-Zuhaily, Zakat Kajian Berbagai Madzhab (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995),

278.



78

penyaluran zakat yang terjadi di Baznas Provinsi Jawa Timur sudah sesuai
menurut Imam Malik dan Abu Hanifah yang mana menyalurkan kepada
beberapa sasaran saja. Akan tetapi menurut Imam Syafi’i menganjurkan
untuk penyaluran kepada semua sasaran (8 asnaf) jika ada, dan jika tidak

ada maka penyaluran zakat boleh kepada beberapa kelompok yang ada.

B. Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur
dengan menggunakan rasio ACR

Pada penelitian ini, efektivitas yang digunakan untuk menghitung

penghimpunan serta penyaluran dana adalah melalui rasio ACR (A4/location

to Collection Ratio), yakni merupakan perbandingan antara jumlah zakat

yang disalurkan dengan jumlah zakat yang dihimpun. Perhitungan ini sangat

penting digunakan sebagai indikator kinerja penyaluran zakat lembaga yang

ada.’

Sebelum memperhitungkan dana yang dihimpun dan disalurkan
melalui ACR, maka akan ditunjukkan terlebih dahulu grafik penerimaan dan

penyaluran dana zakat dari BAZNAS Provinsi Jawa Timur mulai tahun

2013 hingga tahun 2016. Adapun grafik tersebut yakni sebagai berikut:

SIrfan Syauqi Beik. 2016. Baznas dan Penguatan Zakat di 2016. http://pusat.baznas.go.id/posko-
aceh/baznas-dan-penguatan-zakat-di-2016/
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Gambar 4.1
Grafik Penghimpunan dan Penyaluran Zakat
Sumber: Laporan Keuangan Baznas Jawa Timur, diolah

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa apabila penghimpunan
meningkat, maka dana yang disalurkan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur
juga semakin tinggi. Grafik di atas menjelaskan bahwa angka tertinggi
berada di tahun 2016 dengan fluktuasi di tahun 2013 ke 2014 mengalami
peningkatan, kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan. Maka dapat
diindikasikan bahwa BAZNAS Provinsi Jawa Timur melakukan penyaluran
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun perhitungan ACR
secara rinci terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Presentase dari penghimpunan dan penyaluran dana zakat BAZNAS
Provinsi Jawa Timur

2013 2014 2015 2016
Penghimpunan | 1.316.900.571,23 | 1.890.993.439,61 | 1.312.210.301,00 | 2.297.764.098,00
Penyaluran 1.286.463.800,00 | 1.723.955.500,00 | 1.620.116.500,00 | 2.116.714.174,00
Saldo 30.436.771,72 167.037.939,49 | -307.906.199,00 | 181.049.924,00
Persentase 98% 91% 123% 92%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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Berdasarkan tabel di atas, maka kategori ACR pada tahun 2013 hingga
2016 adalah highly effective. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh
Beik bahwa terdapat lima kategori nilai ACR, yaitu kategori highly effective
(>90 persen), effective (70 persen — 89 persen), fairly effective (50 persen —
69 persen), below expectation (20 persen — 49 persen), dan ineffective.® Pada
kategori tahun 2013 memberikan arti bahwa proporsi dana zakat yang
disalurkan sebesar 98% dibandingkan dengan dana zakat yang diterima. Ini
menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kapasitas penghimpunan dan
penyaluran yang sangat besar (highly effective) karena penyaluran dana >90
dan sisanya2% masuk pada saldo. Pada kategori tahun 2014 memberikan
arti bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 91% dibandingkan
dengan dana zakat yang diterima. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat
memiliki kapasitas penghimpunan dan penyaluran yang sangat besar (highly
effective) karena penyaluran dana >90 dan sisanya9% masuk pada saldo.
Hak amil dalam hal ini sudah termasuk dalam penyaluran yakni sebesar 98%
dan 91% tersebut.

Kemudian, pada tahun 2015 prosentase antara dana penyaluran
dibanding dana penghimpunan sebesar 123%. Ini berarti lebih besar dana
yang disalurkan dari pada dana yang diterima. Hal ini bisa terjadi karena
pada tahun ini dana yang dihimpun mengalami penurunan. Untuk mengatasu
hal tersebut, maka Baznas menggunakan dana zakat pada saldo di tahun

2013 dan 2014 dan kekuarangannya diambilkan dari dana Infaq dan

Trfan

Syaugqi Beik. 2016. Meningkatkan Efektivitas Penyaluran Zakat.

http://www.republika.co.id/berita/koran/iqtishodia/16/04/28/06cbw6 1 6-tsaqofi-meningkatkan-
efektivitas-penyaluran-zakat
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shodaqoh. Pada tahun 2016 memberikan arti bahwa proporsi dana zakat
yang disalurkan sebesar 92% dibandingkan dengan dana zakat yang
diterima. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kapasitas
penghimpunan dan penyaluran yang sangat besar (highly effective) karena
penyaluran dana >90 dan sisanya8% masuk pada saldo. Hak amil dalam
keadaan ini sudah termasuk dalam persentase penyaluran dana tersebut.
Berdasarkan kondisi di atas, maka secara garis besar dapat disimpulkan
bahwa penyaluran dana zakat di BAZNAS provinsi jawa timur ini sangat
efektif (highly effective), sebab penyaluran dana dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan dan terjadi penurunan sekali pada tahun 2015. Hal
tersebut memberikan arti bahwa BAZNAS provinsi jawa timur selalu
berusaha meningkatkandanapenghimpunannya dan efektif disalurkan sampai

mencapai >90 % (highly effective).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa pemaparan sebagaiamana yang telah di ulas pada

bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini

diantaranya adalah sebagai berikut:s

1.

Penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur hanya disalurkan
kepada fakir, amil, dan ibnu sabil. Hal tersebut sudah sesuai menurut Imam
Malik, Abu Hanifah yaitu tidak mewajibkan pembagian zakat pada semua

sasaran. Akan tetapi mengenai pendapat Imam Syafi“i tersebut dalam
kitabnya Wahbah Al-Zuhaily bahwa mazhab Syafi“i mengatakan, zakat wajib

dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun
zakat mal. Menurut Imam Syaf’i zakat wajib diberikan kepada delapan
kelompok jika semua kelompok itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan
kepada kelompok yang ada saja.

Efektivitas penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur tahun 2013
sebesar 98%, tahun 2014 sebesar 91%, tahun 2015 sebesar 123%, dan tahun
2016 sebesar 92% sehingga masuk kategori ACR highly effective. Artinya
bahwa penyaluran dana zakat di BAZNAS provinsi jawa timur ini sangat
efektif (highly effective), sebab penyaluran dana dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan dan terjadi penurunan sekali pada tahun 2015. Hal

tersebut memberikan arti bahwa BAZNAS provinsi jawa timur selalu

82
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berusaha meningkatkan dan penghimpunannya dan efektif disalurkan sampai

mencapai >90 % (highly effective).

B. Saran
Adapun beberapa hal yang disarankan dalam penelitian ini diantaranya
adalah sebagai berikut:

1. Untuk BAZNAS provinsi jawa timur sebaiknya lebih ditingkatkan terus
target penghimpunan dananya agar penyaluran dana zakat lebih besar. Selain
itu, juga agar tidak menggunakan dana infaq dan shodaqoh untuk menutupi
kekurangan dana pada penyaluran zakat.

2. Untuk peneliti selanjutnya, hendaknya lebih mengembangkan dengan metode

lainnya, misalnya dengan angket atau kuesioner yang disebarkan melalui web
dan ditujukan kepada baznas kabupaten/kota di Jawa Timur. Sehingga dapat

diketahui baznas mana sajakah yang sudah efektif dan belum.
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